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  ABSTRAK 
Nurbaeti, 2020. Analisis Akuntabilitas, Transparansi Dan 
Partisipatif Masyarakat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa 
Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes. 
Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengetahui Akuntabilitas, 
Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Pengelolaan Alokasi Dana Desa 
(ADD) di Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes. 2) 
mengetahui kendala apa saja yang dialami dalam pengelolaan Alokasi 
Dana Desa (ADD) di Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten 
Brebes. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang 
selanjutnya proses analisis data dengan mengorganisasikan data, reduksi 
data dan terakhir penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada tahap 
pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa 
Banjarharjo sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dibuktikan dengan 
tepat waktunya penyampaian laporan realisasinya. Pada prinsip 
transparansi juga sudah menerapkannya dengan baik, hal ini dibuktikan 
dengan melibatkan lembaga-lembaga desa dan unsur masyarakat dalam 
musyawarah desa, dan adanya papan informasi dan pemasangan banner 
yang memuat rincian dana untuk setiap rencana program kegiatan yang 
dilaksanakan serta melalui Website. Pada partisipatif masyarakat juga 
telah berpartisipasi dalam pengelolaan ADD dan berperan dari mulai tahap 
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. 
Sedangkan untuk kendalanya yaitu pencairan dana yang kadang terlambat 
sehingga menghambat pelaksanaan pembangunan dan menjadikan dalam 
proses pelaporan tidak tepat waktu. 
Kata kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Partisipatif Masyarakat,Alokasi 




Nurbaeti, 2020. Accountability, Transparency and Community 
Participatory Analysis of Village Allocation Fund (ADD) Management in 
Banjarharjo Village, Banjarharjo District, Brebes Regency. 
This study aims to: 1) Know Accountability, Transparency and 
Community Participation in Management of Village Fund Allocation 
(ADD) in Banjarhajro Village, Banjarharjo District, Brebes Regency. 2) 
Find out what is needed in teh management of the Village Fund Allocation 
(ADD) in Banjarharjo Village, Banjarharjo District, Brebes Regency. This 
study used descriptive qualitative method. Data collection through 
interviews, collection and collection which then the process of data 
analysis by organizing data, reducing data and collecting the final 
collection.   
Facts about the management of Village Alloaction Fund (ADD) 
accountability in Banjarharjo Village have applied the principle of 
accountability which is  proven correctly in accordance with the 
submission of its realization report. The principle of agreement has also 
been approved well, this is proven by involving village and community 
institutioins in the village of  deliberations, and the existence of 
information boards and banners that contain funds for each planned 
program of activities carried out also through the website. Community 
participation has also been agreed to in the management of ADD and starts 
from planning, implementation, supervision and accountability. 
Meanwhile, the obstacle is the disbursement of funds which sometimes 
avoids development implementation and makes the reporting process not 
timely. 
Keywords: Accountability, Transparency, Community Participation, 
Allocation Village Fund (ADD)  
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A. Latar Belakang Masalah 
Pemerintah pusat melalui otonomi daerah memberikan 
kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri 
pengelolaan pemerintahannya, namun tetap dengan dukungan penuh dari 
pemerintah pusat dalam pelaksanaannya. Otonomi daerah menjadi upaya 
pemerintah pusat guna mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpu 
pada pemberdayaan lokal. Dengan adanya otonomi daerah pemerintah 
pusat tidak lagi membantu sepenuhnya pemerintah daerah karena 
diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam merancang dan melaksanakan 
semua kegiatannya. Saat sekarang setiap daerah mempunyai potensi 
sumber pendapatan seperti memberdayakan wisata, maka diharapkan 
seluruh pemerintah daerah mampu dalam membuka peluang untuk 
memajukan daerahnya, tidak hanya memperoleh pendapatan saja 
pemerintah daerah juga harus mampu dalam menetapkan belanja daerah 
secara efektif dan efisien dan juga meningkatkan kualitas kinerja dan 
mempertanggungjawabkan semua kegiatannya kepada pemerintah 
kabupaten maupun provinsi dan juga kepada publik (Widjaja, 2011). 
Titik berat otonomi daerah ini terletak pada tingkat kabupaten/kota. 
Namun jika dilihat, pada hakikatnya otonomi daerah ini berdasarkan pada 





Pemerintah desa diandalkan lebih mampu melihat kebutuhan utama 
masyarakatnya dibandingkan pemerintah kabupaten/kota, karena 
pemerintah desa dalam setiap merencanakan kegiatannya selalu 
melakukan musyawarah yang dihadiri oleh beberapa tokoh masyarakat 
yang tentunya hal tersebut dapat melaksanakan pembangunan sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat (Sujadi, et al., 2016). 
Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diharapkan mampu 
dalam meningkatkan daya saing dengan rasa keadilan dan kepatuhan, serta 
mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Konsekuensi yang 
ditimbulkan dengan adanya ketentuan pelaksanaan otonomi desa, maka 
dananya akan tercukupi. Terselenggaranya pemerintah yang baik (good 
governance) menjadi syarat utama dalam mewujudkan suatu aspirasi 
masyarakat dalam mencapai tujuan bangsa dan negara yang baik 
(Syahadatina, 2017). Pemerintah Desa sebagai penyelenggaraan untuk 
kepentingan pelayanan masyarakat setempat demi mewujudkan 
pembangunan pemerintahan yang dikendalikan oleh pemerintah desa 
dibantu perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dimana 
pemerintah desa yaitu kepala desa sebagai pemegang kekuasaan 
pengelolaan keuangan desa (Widjaja, 2011). 
Keuangan yang diterima oleh desa antara lain bersumber dari 
Pendapatan Asli Daerah (PAD), keuangan yang diterima oleh desa 
merupakan bantuan hibah atau donasi yang diberikan oleh pemerintah 





pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa pemerintah 
mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) 
sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang maju 
dan mandiri  (Dilago, et al., 2018).  
Salah satu usaha Presiden Bapak Joko Widodo dalam melakukan 
pemerataan di seluruh wilayah Indonesia diwujudkan melalui Dana Desa 
yang dialokasikan khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN). Pada tahun 2015 Dana Desa ditetapkan dengan anggaran 
sejumlah Rp. 20,76 triliun. Penggunaan ADD sangat rawan terhadap 
tindak kecurangan yang mungkin saja bisa terjadi dengan sengaja 
menyalahgunakan anggaran untuk kepentingan sendiri, dan hal itu 
tentunya akan membuat masyarakat tidak mudah percaya dengan aparat 
desa. Oleh sebab itu partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam 
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap anggaran dana desa. 
Selain masyarakat desa sendiri dalam mengawasi dana desa ada pula peran 
dari pemerintah kabupaten yang ikut dalam pengawasan baik secara 
langsung maupun tidak langsung. Keuangan desa yang diberikan oleh 
pemerintah pusat harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, 
akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran 
untuk menjadikan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik 
(Kholmi, 2017).   
Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tuntutan 





karena good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen 
pembangunan dan mengarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan 
proses manajemen pemerintahan. Pemerintahan yang baik memiliki tiga 
prinsip utama seperti transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. 
Akuntabilitas merupakan suatu unsur utama yang harus ada di dalam 
pemerintahan yang baik. Maka, akuntabilitas di dalam pemerintahan 
sangat diperlukan karena sebagai penunjang otonomi desa agar dapat 
berjalan dengan sesuai (Sukmawati & Nurfitriani, 2019). 
Dalam sistem pengelolaan dana desa akuntabilitas dimaksudkan 
juga untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip dari 
akuntabilitas sendiri yaitu melaporkan setiap kegiatan dan hasil dari 
kegiatan tersebut yang harus dipertanggungjawabkan kepada seluruh 
masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam pemerintahan 
yang baik selain akuntabilitas yang diperlukan ada juga unsur transparansi 
yang tidak boleh dilewatkan sebagai satu kesatuan yang harus ada di 
dalam pengelolaan keuangan desa. Transparansi merupakan indikator 
penting karena dapat menunjukkan profesionalisme penyelenggara 
semakin tinggi keterbukaannya mengenai setiap kegiatan maka tingkat 
transparansi pun akan semakin baik (Dilago, et al., 2018).  
Apabila prinsip transparansi diterapkan maka akan menimbulkan 
hubungan antara masyarakat dan pemerintah yang baik maka pemerintah 
pun tidak segan untuk menyediakan informasi kepada masyarakat dengan 





Jika dikaitkan dengan konteks penyelenggaraan urusan publik, 
transparansi adalah suatu kondisi dimana pemerintah harus terbuka 
mengenai keuangan maupun non keuangan kepada masyarakat terkait 
semua kegiatan yang dilakukan dan keputusan-keputusan yang harus 
diambil oleh pemerintah dalam pelaksanaan urusan publik (Kisnawati, 
Astini, & Oktaviani, 2018). 
Pengembangan dan penerapan sistem akuntabilitas, transparansi 
dan partisipasi masyarakat merupakan bentuk dukungan pelaksanaan dan 
kelancaran di dalam pengelolaan ADD dalam setiap penyelenggaraan dan 
pembangunan pemerintah agar berlangsung berhasil, bersih dan 
bertanggung jawab dan tidak ada lagi tindak penyelewengan yang akan 
terjadi. Dalam perkembangannya, sekarang desa telah berkembang 
menjadi desa yang maju yang harus dijaga dan di berdayakan agar lebih 
mandiri, maju dan kuat dalam mencapai masyarakat yang sejahtera. Desa 
memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai 
kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya . 
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan ada 252 kasus 
korupsi anggaran des a sepanjang tahun 2015-2018 yang setiap tahunnya 
terus meningkat. Dari 252 kasus tersebut, sebanyak 214 kepala desa yang 
tersangkut kasus korupsi dan akibatnya kerugian negara mencapai 
Rp.107,7 miliar sepanjang tahun 2015-2018. Modus-modus yang biasa 
dilakukan dalam melakukan tindak korupsi seperti penyalahgunaan 





suap. Selain itu, berdasarkan catatan ICW, kepala desa yang terjerat kasus 
korupsi di desa semakin banyak. ICW mencatat pada tahun 2015 terdapat 
15 kepala desa melakukan tindak korupsi, kemudian meningkat pada tahun 
2016 menjadi 61 kasus, 2017 66 kasus dan terus meningkat pada tahun 
2018 menjadi 89 kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala desa. 
Fenomena yang terjadi di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, 
beberapa Kepala Desa di Kabupaten Brebes tersandung kasus hukum 
penyelewengan Dana Desa. Dari data Reskrim Polres Brebes tahun 2019, 
sudah ada 4 Kades yang ditetapkan sebagai tersangka dan masih ada 4 
kasus lagi dalam tahap penyelidikan. Sebanyak 8 kades yang dilaporkan 
rata-rata terindikasi melakukan penaikan harga dan kuantitas barang saat 
melakukan pembangunan di desa. Misalnya harga dimahalkan seperti 
membeli beli barang 5 mengaku 8 dalam pelaporannya. Hal itu merupakan 
salah satu penyakit korupsi yang kerap diadukan oleh masyarakat. 
Besarnya jumlah dana yang akan diterima oleh setiap desa akan 
menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak.  Kesalahan yang akan 
terjadi di dalam pengelolaan dana desa di antaranya, yaitu penganggaran, 
pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya. 
Untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin akan terjadi, maka 
pemerintah menuntut adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi 
masyarakat dalam mengelola keuangan maupun kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan (Iznilah, Hasan, & Mutia, 2013). Di sisi 





dipertanggungjawabkan dengan baik, agar hal tersebut tidak terjadi 
pemerintah telah mempersiapkan peraturan-peraturan seperti Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang membahas dana desa (sumber 
pendanaan APBN) yang diperbarui oleh Peraturan Pemerintah Nomor 22 
tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014. 
Beberapa penelitian tentang Akuntabilitas dan Transparansi 
Pengelolaan Alokasi Dana Desa telah dilakukan, seperti (Syahadatina, 
2017) menunjukan bahwa di Desa Rapa Laok Kecamatan Omben 
Kabupaten Sampang telah menerapkan prinsip transparansi dan 
akuntabilitas. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Dilago, et al., 
2018)  menyatakan belum adanya keterbukaan atau transparansi 
pemerintah desa di Desa Soatobaru Kecamatan Galela Barat Kabupaten 
Halmahera. 
Namun demikian dalam penelitian ini lebih memfokuskan terhadap 
kasus ADD dengan penerapan prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan 
Partisipatif Masyarakat dengan tahun angaran 2019, maka peneliti tertarik 
untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Akuntabilitas, Transparansi 
Dan Partisipatif Masyarakat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di 





B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 
masalah pada penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana Tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di 
Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes? 
2. Bagaimana Tingkat Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di 
Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes? 
3. Bagaimana Tingkat Partisipasi Masyarakat Pengelolaan Alokasi Dana 
Desa di Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes? 
4. Bagaimana kendala yang dialami dalam Pengelolaan Alokasi Dana 
Desa di Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes? 
C. Tujuan Penelitian 
Sebagaimana telah diuraikan dalam rumusan masalah, penelitian ini 
memiliki tujuan yaitu : 
1. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa 
Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes. 
2. Untuk mengetahui transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Desa 
Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes. 
3. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat pengelolaan alokasi dana 
desa di Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes. 
4. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam 






D. Manfaat Penelitian  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak 
antara lain: 
a. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis manfaat penelitian ini diharapkan bisa menjadi 
penyumbang  ilmu pengetahuan dalam bidang Akuntansi Sektor Publik 
khususnya dalam Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa 
(ADD). 
b. Manfaat Praktis 
1. Bagi Peneliti 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dan 
menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti mengenai 
pengelolaan Alokasi Dana Desa. 
2. Bagi Universitas / Perguruan Tinggi 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 
pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan bahan 
acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya untuk mahasiswa 
Universitas Pancasakti Tegal pada umumnya dan mahasiswa 
Fakultas Ekonomi pada khususnya. 
3. Bagi Instansi 
Sebagai masukan dalam meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi 
dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan ADD khususnya 








A. Landasan Teori 
1. Otonomi Daerah 
Otonomi Daerah di Indonesia mengakibatkan krisis 
multidimensional yang terjadi pada zaman pemerintahan orde baru 
dimana hal tersebut telah menyadarkan kepada bangsa Indonesia akan 
pentingnya mengenai gagasan konsep otonomi daerah yang 
sebenarnya. Menurut (Widjaja, 2011) otonomi daerah adalah 
memperoleh hasil yang ingin dicapai dengan usaha yang maksimal dan 
menghindari hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah. 
Maka, dengan menerapkan otonomi daerah yang luas maka tuntutan 
atau keinginan masyarakat dapat terwujud dan kelangsungan 
pelayanan umum pun tidak diabaikan, hingga dapat memelihara 
kesinambungan fiskal secara nasional. 
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 
(6) tentang Pemerintah Daerah, definisi otonomi daerah sebagai 
berikut: Otonomi Daerah adalah mengatur urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat yang memiliki hak, wewenang dan urusan 
daerah otonom. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa otonomi 
daerah adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada daerah 





mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. 
2. Pemerintahan Desa 
Menurut  Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
Yang berisi tentang aturan dan kewenangan yang diberikan kepada 
desa. Menurut (Sujadi, et al., 2016) pemerintah desa adalah kepala 
desa atau yang disebut dengan nama lain pembantu perangkat desa 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan menurut 
(Herlianto, 2017)  menjelaskan bahwa desa berbeda dengan kelurahan 
dimana desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda 
dengan kelurahan, desa juga mempunyai hak dalam mengatur 
wilayahnya sendiri. Desa mempunyai kewenangan untuk: 
a. Melaksanakan semua urusan pemerintah yang telah ada 
berdasarkan hak desa tersebut. 
b. Melaksanakan semua urusan pemerintah yang sudah menjadi 
kewenangan kabupaten/kota yang kemudian aturannya 
diserahkan kepada desa, yaitu urusan pemerintah yang 
diharapkan agar dapat meningkatkan pelayanan masyarakat. 
c. Semua urusan pemerintahan yang diserahkan kepada desa, 
seperti tugas pembantu dari pemerintah, pemerintah provinsi, 
dan pemerintah kabupaten/kota. 
Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2) tentang 





penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Diundangkannya UU 
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, penyelenggaraan pemerintah 
terdapat perubahan dalam pelaksanaannya. Penetapan Undang-Undang 
ini mengukuhkan keberadaan desa sebagai subyek dalam 
pembangunan. Pemerintah desa yang dijelaskan dalam Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah Kepala Desa, atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggaraan. Sedangkan dalam PP No. 72 Tahun 2005 pasal 1 
ayat (6) disebutkan, bahwa Pemerintahan Desa adalah 
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan desa dan 
BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. 
Undang-undang desa memberikan jaminan kepada setiap desa 
mengenai jumlah dana desa yang akan diterima lebih banyak tentunya 
daan tersebut dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah. 
Akibat dari penerimaan dana desa yang jumlahnya berlipat 
konsekuensi yang ditanggung juga lebih banyak terhadap pengelolaan 
yang harus dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, dan 
tentunya harus akuntabel sesuai dengan prinsip manajemen publik 
yang baik agar terhindar dari tindak penyimpangan, penyelewengan 
dan tentunya korupsi. Salah satu cara pemerintah agar terhindar dari 





dengan pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat 
desa adalah upaya yang dilakukan masyarakat dalam mengembangkan 
kemandirian dan kesejahteraan dengan cara meningkatkan 
pengetahuan, sikap, perilaku, keterampilan melalui kebijakan program 
dan pendampingan yang sesuai dengan masalah dan prioritas 
kebutuhan masyarakat desa (Herlianto, 2017). 
Dari uraian mengenai Desa diatas, dapat disimpulkan bahwa 
desa adalah suatu kesatuan hukum yang didalamnya terdapat 
sekelompok masyarakat yang saling mengenal dan hidup bergotong 
royong, serta berwenang mengatur dan mengurus wilayah tempat 
tinggalnya sesuai kepentingan masyarakatnya, organisasi yang paling 
bawah dalam pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan 
masyarakat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
3. Pengelolaan Keuangan Desa 
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang 
menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban 
desa yang dapat dinilai dengan uang yang berhubungan dengan 
pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sedangkan menurut (Rohman, et 
al., 2018) Keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa serta segala 
sesuatu yang berkaitan dengan keuangan dan barang dalam 





dalam pengelolaan keuangan pada pemerintahan desa yaitu tahap 
perencanaan, tahap penganggaran dan tahap pelaksanaan dan 
penatausahaan. 
Menurut (Herlianto, 2017) Terdapat prinsip penting mengenai 
keuangan desa yang terkait dengan pemerintahan, kemasyarakatan dan 
pembangunan yang meliputi : 
a. Bukan hanya pemerintah, masyarakat juga memiliki 
kewenangan terhadap pengelolaan keuangan, maka diperlukan 
partisipasi masyarakat di dalam perencanaan APBDes, 
masyarakat harus mengetahui bagaimana kondisi keuangan 
desa apakah transparan atau tidak. 
b. Di dalam sektor pemerintahan, keuangan desa bukan hanya 
dialokasikan untuk para aparat desa (konsumsi), tetapi 
keuangan desa juga dialokasikan untuk meningkatkan sumber 
daya manusia aparatur desa. 
c. Bidang kemasyarakatan juga harus masuk ke dalam program 
desa 
Dalam keuangan desa terdapat  pengelolaan keuangan desa 
yang bertujuan untuk membantu dalam pengelolaan dana desa agar 
tersusun dengan baik sebagaimana dengan yang telah direncanakan. 
Dalam penyelenggaraan kewenangan desa didanai dari APBDes, yaitu 
bantuan pemerintah dan pemerintah daerah. Sedangkan 





oleh pemerintah desa didanai dari APBD. 
Pemerintah desa dan BPD merupakan suatu lembaga yang 
demokrasi terhadap penyelenggaraan pemerintah desa, para 
pegawainya sudah pasti pusing harus memikirkan kebutuhan desa yang 
begitu banyak sedangkan uang yang diterima terbatas. Karena itu 
bagaimana caranya agar semua kegiatan dan kebutuhan desa dapat 
terpenuhi. Maka dari itu pemerintah desa dan BPD harus mengelola 
keuangan desa dengan baik salah satu hal yang harus dilakukan adalah 
memprioritaskan apa-apa saja yang yang sedang dibutuhkan oleh 
pemerintah untuk pembangunan desa. Pemerintah daerah dalam 
menjalankan tugasnya juga harus mempunyai prinsip mengenai 
pengelolaan keuangan desa agar semua yang telah direncanakan dapat 
terlaksana. Menurut (Herlianto, 2017) prinsip pengelolaan keuangan 
desa yang baik antara lain : 
a.  Rancangan APBDesa yang berbasis program. 
b. Rancangan APBDesa yang berdasarkan pada partisipasi unsur-
unsur masyarakat dari bawah. 
c. Keuangan dikelola secara bertanggung jawab (akuntabilitas), 
keterbukaan (transparansi) dan daya tanggap terhadap prioritas 
kebutuhan masyarakat. 
d. Memelihara dan mengembangkan pemerintahan, pembangunan 
dan kemasyarakatan. 





provinsi, kabupaten dan kota tidak jauh beda dengan pengelolaan 
keuangan desa. Dengan keterbatasan jumlah dana yang dikelola dan 
jumlah kapasitas SDM dalam mengelola keuangan desa, maka 
sebaiknya pengelolaan keuangan desa dibuat dengan sesederhana 
mungkin, namun tetap pada asas transparan, akuntabel, partisipatif 
serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. 
4. Alokasi Dana Desa  
Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Dana Desa adalah suatu dana 
yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang 
ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk penyelenggaraan 
pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat 
dan pelaksanaan pembangunan desa. ADD berdasarkan PP No. 34 
Tahun 2014 adalah Dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota 
dalam APBD kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus 
(DAK) sekurang-kurangnya 10%. 
Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyebutkan 
bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan keseluruhan 
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Setiap desa harus 
menyusun asas pengelolaan keuangan desa, yang nantinya akan 
dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agar semua 
penyelenggaraan urusan pemerintah, pembangunan, pelaksanaan, 





dengan rencana visi dari desa tersebut yang diharapkan dapat 
terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Sedangkan menurut Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 18 bahwa ADD berasal dari 
APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan 
Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk 
Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). 
Secara terperinci, pengelolaan ADD dalam APBDes wajib 
memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran: 
a. Jumlah anggaran belanja desa 70% (tujuh puluh persen) batas 
minimal dana yang digunakan oleh desa untuk penyelenggaraan 
pemerintah desa seperti pembangunan, pembinaan dan 
pemberdayaan masyarakat desa. 
b. Sedangkan 30% (tiga puluh persen) batas maksimal yang di 
peruntukan bagi belanja aparatur dan operasional desa seperti 
penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, 
operasional BPD dan insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun 
Warga (RW). 
 Menurut Perda Kabupaten Brebes No. 004 Tahun 2015 pasal 24 
ayat (3) ADD dibagi kepada setiap desa mempertimbangkan: 
a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa. 
b. Jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat desa. 





tingkat kesulitan desa. 
Berdasarkan Permendagri No.37 tahun 2007 terdapat beberapa 
hal penting dalam pelaksanaan ADD, yaitu: 
a.  ADD bertujuan untuk meningkatkan aspek pembangunan dalam 
rangka mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk 
pemberdayaan dan perbaikan taraf hidup. 
b.  Azas dan prinsip pengelolaan ADD yaitu transparan, akuntabel 
dan partisipatif. 
c.  ADD merupakan bagian dari APBDes mulai dari perencanaan, 
pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporannya. 
d. Penggunaan ADD diterapkan sebesar 30% untuk belanja 
aparatur dan operasional Desa dan sebesar 70% untuk belanja 
pemberdayaan masyarakat. 
e.  Dilakukan pelaporan atas semua kegiatan yang menggunakan 
anggaran ADD baik berkala (bulanan) maupun laporan akhir 
ADD. 
Dalam pengawasan dan pembinaan pengelolaan ADD di 
bentuk Tim khusus yaitu Tim Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Tim 
Pendamping Kecamatan yang bertugas sesuai dengan tingkatannya. 
Berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007 pasal 19 tujuan 
ADD adalah: 





b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di 
tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat. 
c.  Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan. 
d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya 
dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial. 
e.  Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat. 
f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka   
pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. 
g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong  
masyarakat. 
h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 
 Berdasarkan Permendagri No 37 Tahun 2007 pasal 21 
mekanisme Penyaluran dan Pencairan ADD: 
a. ADD dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan pada bagian 
Pemerintahan Desa. 
b. Pemerintah Desa membuka rekening pada bank  yang ditunjuk 
berdasarkan keputusan kepala desa. 
c. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada 
Bupati Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda kabupaten 
melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim 
Pendamping Kecamatan. 





meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada 
Kepala Bagian Keuangan Daerah (BPKD) atau Kepada Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (BPKAD). 
e. Kepala Bagian Keuangan Setda atau Kepala BPKAD atau 
Kepala BPKAD akan menyalurkan ADD langsung dari kas 
Daerah ke rekening Desa. 
f. Mekanisme pencairan ADD dalam APBDes dilakukan secara 
bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi 
daerah kabupaten/kota  
 Berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007 pasal 20 
menjelaskan bahwa rumus yang dipergunakan dalam ADD adalah: 
a. Azaz Merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk 
setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa 
Minimal (ADDM). 
b. Asas Adil adalah besarnya bagian ADD berdasarkan Nilai Bobot 
Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, 
(misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, 
kesehatan dll). Besarnya prosentase perbandingan antara asas 
merata dan adil adalah besarnya ADDM adalah 60% dari jumlah 
ADD dan besarnya ADDP adalah 40% dari jumlah ADD. 
Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa termasuk 





Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban 
sebagai berikut: 
a. Perencanaan ADD 
Perencanaan keuangan desa adalah proses perencanaan 
yang dilakukan secara terperinci sesuai dengan kebutuhan desa 
tersebut dalam hak kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan 
masyarakat untuk mencapai suatu tujuan. Rencana pembangunan 
desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsisten antara 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. 
Perencanaan tersebut mencakup pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan (Herlianto, 2017). Program akan dilaksanakan 
berdasarkan aspirasi, kebutuhan, potensi dan suatu masalah yang 
sedang dihadapi oleh masyarakat. 
Menurut (Herlianto, 2017) dalam perencanaan perlu 
menentukan prioritas kebutuhan perencanaan program desa 
perencanaan perlu penentuan prioritas kebutuhan perencanaan 
program desa, penentuan prioritas program sebaiknya melibatkan 
partisipasi masyarakat. Dalam perencanaan perlu menyusun 
sasaran dan hasil-hasil yang akan dicapai dari masing-masing 
program operasional desa. Disamping itu perlu juga merencanakan 
kegiatan merancang agenda kegiatan untuk mencapai hasil-hasil 
dari rencana program dan merancang jadwal kegiatan program 





Menurut (Rohman, et al., 2018) pemerintah kabupaten/kota 
menjadi pedoman atau patokan oleh pemerintah desa dalam 
menyusun semua perencanaan pembangunan desa yang sesuai 
dengan kewenangannya: 
a. Sekretaris desa menyusun peraturan desa tentang 
   APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. 
b. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa 
    tentang APBDesa kepada kepala desa. 
c. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa 
disampaikan oleh kepala desa kepada BPD untuk dibahas 
dan disepakati bersama dengan melibatkan elemen 
masyarakat dalam musyawarah desa. 
d. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati 
     bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan 
b. Pelaksanaan ADD 
Menurut (Herlianto, 2017) pelaksanaan yang terkait dengan 
program yaitu penerapan atau pelaksanaan yang dilakukan sesuai 
dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan dilakukan 
dengan menggerakan sumber daya manusia untuk melaksanakan 
kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dalam 
pelaksanaan anggaran dana desa maka akan timbul transaksi 
penerimaan dan pengeluaran desa. Semua transaksi yang akan 





desa maka akan melalui rekening kas desa. Namun, tidak semua 
desa memiliki pelayanan perbankan, jika yang belum memiliki 
pelayanan perbankan maka pemerintah kabupaten/kota yang akan 
mengaturnya dari segi penerimaan maupun pengeluaran. Semua 
penerimaan dan pengeluarannya desa harus didukung oleh bukti 
yang lengkap dan sah. 
Menurut (Herlianto, 2017) ada beberapa hal yang perlu 
diperhatikan dalam pelaksanaan program:  
a. Pemerintah Desa bertanggungjawab melaksanakan program 
    kegiatan.          
b. Dalam membiayai pengeluaran, pemerintah desa dibantu 
    oleh dusun, RT dan RW dalam mengumpulkan dana. 
c. Pemerintah desa mengalokasikan dana untuk membiaya 
    pelaksanaan kegiatan. 
d. Kepala Desa melakukan koordinasi dan pengawasan 
terhadap jalannya kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan 
dan pembangunan. 
e. Masyarakat juga turut andil ikut berpartisipasi dalam 
    mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan. 
c. Pengawasan ADD  
Menurut (Herlianto, 2017) pengawasan dan evaluasi sangat 
penting untuk menilai apakah pelaksanaan program sesuai dengan 





dalam pengawasan:  
a. BPD bertugas melakukan pengawasan terhadap  
    pelaksanaan kegiatan yang ditangani oleh pemerintah 
   desa. 
b. Pemerintah desa, BPD dan masyarakat meninjau kembali  
    apakah pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan  
    perencanaan. 
c. Pemerintah desa, BPD, dan Masyarakat menilai capaian 
    hasil pelaksanaan kegiatan serta masalah dan kendala 
    yang muncul. 
d. Pemerintah desa, BPD, dan Masyarakat mencari faktor  
penyebab masalah dan solusi untuk perbaikan pada 
perencanaan berikutnya. 
e. BPD dan masyarakat menilai apakah dana digunakan  
    sebagaimana mestinya secara efisien dan efektif.  
f. Kepala Desa menyampaikan laporan    
pertanggungjawaban program dan keuangan kepada 
BPD, masyarakat dan kabupaten. 
Disamping hal tersebut dalam penyaluran Dana Desa 
pemerintah provinsi wajib mengawasi dan membina. Sedangkan 
dari segi pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaan 






d. Pertanggungjawaban ADD  
 Berdasarkan PP No. 47 Tahun 2015 dan Permendagri 
No.113 Tahun 2014 terlihat bahwa laporan pertanggungjawaban 
yang harus dibuat oleh kepala desa harus terintegrasi secara utuh, 
tidak melihat sumber dana yang diperoleh desa. Hal ini berbeda 
dengan aturan sebelumnya yang mewajibkan desa untuk menyusun 
laporan pertanggungjawaban penggunaan dana berdasarkan 
sumber dananya. Kepala desa memiliki kewajiban untuk 
menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik, 
semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan 
BPD (Herlianto, 2017). 
5. Pendapatan dan Belanja Desa 
a. Pendapatan Desa 
Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa, Pendapatan Desa meliputi semua 
penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa 
dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh 
desa. Menurut (Herlianto, 2017)  Pendapatan desa adalah sesuatu yang 
diperoleh oleh desa, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah 
desa, desa memiliki kewenangan mengatur kepentingan 
masyarakatnya dalam hal tersebut merupakan bagian dari 
penyelenggaraan pemerintah desa. 





telah direncanakan maka desa memerlukan sumber-sumber 
pembiayaan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 
mengelola sumber pendapatan desa. Maka APBDesa menetapkan 
bahwa seluruh pendapatan yang diterima oleh desa disalurkan melalui 
rekening kas. APBDes juga mengelola sumber pendapatan desa. 
Menurut (Herlianto, 2017) Pendapatan Desa terdiri atas kelompok: 
1) Pendapatan Asli Desa (PADesa), terdiri atas jenis: 
a) Hasil usaha antara lain: hasil Bumdes, tanah kas desa. 
b) Hasil aset antara lain: tambatan perahu, pasar desa, 
tempat pemandian umum, dan jaringan irigasi. 
c) Swadaya, partisipasi dan gotong royong.  
d) Lain-lain pendapatan asli desa antara lain hasil pungutan 
desa.  
2) Transfer, terdiri atas jenis: 
a) Dana Desa. 
b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan 
Retribusi Daerah. 
c) Alokasi Dana Desa Bantuan Keuangan dari APBD 
Provinsi. 
d) Batuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota. 
3) Pendapatan Lain-lain, terdiri atas jenis: 






b) Lain-lain pendapatan Desa yang sah. 
b. Belanja Desa  
Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa, Belanja desa meliputi semua pengeluaran 
dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) 
tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali 
oleh desa. Belanja desa akan digunakan untuk mendanai semua 
kegiatan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan kewenangan desa. 
Pembangunan sebuah desa akan mempunyai dampak positif 
dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui semua kebutuhan 
masyarakat, adanya pembangunan sarana dan prasarana, 
pengembangan potensi ekonomi dan pemanfaatan SDA dan 
lingkungan secara berkelanjutan. Dengan adanya tuntutan kewajiban 
dalam pengembangan dan pembangunan, idealnya belanja desa 
diprioritaskan untuk memenuhi semua kebutuhan pembangunan yang 
harus disepakati dalam sebuah musyawarah desa (Herlianto, 2017). 
6. Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) 
Good village governance yaitu tata pemerintahan desa yang 
baik yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik, bersih dan 
berwibawa. Melihat tingkat pengetahuan dan pengaruh globalisasi 
maka diharapkan bahwa pemerintah dapat melaksanakan 
penyelenggaraan pemerintahannya sesuai dengan hal tersebut. Pola 





tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu pemerintah 
seharusnya memberikan respon positif terhadap perubahan yang baru 
untuk menyelenggarakan pemerintahannya yang lebih baik. 
Pemerintah desa yang telah mewujudkan pemerintahan yang baik, 
memiliki indikator yaitu tata kelola keuangan desa yang baik, 
perencanaan desa yang dilakukan selaras dengan perencanaan daerah 
dan nasional, berkurangnya penyelewengan kekuasaan atau wewenang 
yang berdampak pada korupsi, pelayanan masyarakat tentunya akan 
semakin membaik  (Haya, 2019). 
Masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai objek belaka dari 
suatu keputusan atau kebijakan, tetapi juga merupakan pelaku 
signifikan di dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini diharapkan 
dapat memberikan legitimasi lebih besar dan dukungan kuat terhadap 
keputusan dan kebijakan yang diambil. Dalam kaitan dengan 
kepemimpinan, menjadi suatu ukuran keidealan pemimpin apabila ia 
dapat melibatkan seluas mungkin partisipasi warga masyarakat dalam 
berbagai keputusan. dalam suatu good governance. Pemerintah harus 
bersifat transparan dan mengambil kebijakan dengan mengacu kepada 
kepentingan masyarakat secara luas. sehingga dengan demikian ia 
memiliki akuntabilitas yang tinggi (Hamid, 2016). 
Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) 
Nomor 15/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola 





a. Keterbukaan (transparency) , yaitu keterbukaan dalam proses 
pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan 
dan penyedia informasi yang tepat mengenai perusahaan, dan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan prinsip 
dan praktik penyelenggaraan yang sehat maka pemangku 
kepentingan dapat mengakses informasi secara relevan. 
b. Akuntabilitas (accountability), pelaksanaan pertanggung  
jawaban yang dilakukan oleh perusahaan dari segi manapun 
sehingga kinerja perusahaan berjalan dengan lancar, efektif dan 
efisien tanpa hambatan. 
c. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian 
pengelolaan pertanggungjawaban dengan peraturan perundang-
undang di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, 
prinsip, dan praktik penyelenggaraan yang sehat. 
d. Kemandirian (independency), yaitu perusahaan yang mandiri 
dan profesional dan bebas yang tidak terikat dengan aturan 
perundang-undangan. 
e. Kesetaraan dan kewajaran (fairness), yaitu kesetaraan, 
keseimbangan dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak 
pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, 
peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai etika serta 






Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip GCG 
terdiri dari keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), 
pertanggungjawaban (responsibility), kemandirian (independency), 
kesetaraan dan kewajaran (fairness). Pada dasarnya keempat prinsip 
ini saling berkaitan erat satu sama lain. 
7.  Akuntabilitas 
Asas pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 
113 Tahun 2014 yakni dikelola berdasarkan asas-asas transparan, 
akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin 
anggaran. Menurut (Luthfi, et al., 2018) Akuntabilitas dapat diartikan 
sebagai kewajiban individu atau pemimpin yang menyangkut 
pertanggungjawaban dan mampu menjawab hal-hal yang menyangkut 
pengelolaan sumber daya publik. Akuntabilitas merupakan pilar utama 
dalam perekonomian suatu negara dari para pemangku kekuasaan. 
Terkait hal tersebut akuntabilitas keuangan khususnya daerah, 
tanggung jawab pemerintah daerah agar laporan keuangan wajib 
dipublikasikan kepada pemangku kepentingan. 
Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat 
disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah kinerja aparatur pemerintah 
desa dari perencanaan hingga pengawasan kegiatan yang 
menggunakan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan 
baik, dimana pemerintah dan aparat desa wajib bertanggung jawab dan 





dengan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas diharapkan 
dapat memberikan kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar 
menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada 
kepentingan publik. 
Menurut (Herlianto, 2017) Terdapat dua alasan utama mengapa 
pemerintah daerah perlu mempublikasikan laporan keuangan, yaitu: 
1) Dari sisi internal, laporan keuangan merupakan sebagai 
Pengendali dan evaluasi kinerja secara keseluruhan unit-unit 
kerja di dalam pemerintahan daerah. Laporan keuangan 
merupakan bentuk pertanggungjawaban internal yaitu kepala 
satuan kerja seperti kepala daerah, pegawai pemerintah daerah 
dan DPRD. 
2) Dari sisi eksternal, laporan keuangan yaitu pertanggungjawaban 
kepala daerah kepada masyarakat, investor, lembaga dan pihak 
yang berkepentingan membutuhkan laporan keuangan tersebut.  
Karena laporan keuangan digunakan sebagai dasar 
pengambilan keputusan, maka laporan keuangan pemerintah daerah 
harus disajikan secara tepat waktu dan dapat diandalkan. Selain itu 
laporan keuangan tersebut juga perlu dilengkapi dengan pengungkapan 
yang memadai (disclosure) mengenai informasi-informasi yang dapat 
mempengaruhi keputusan. 
8. Transparansi 





tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menerangkan bahwa 
transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memudahkan masyarakat 
untuk mengetahui informasi tentang keuangan daerah tanpa adanya 
hambatan atau halangan dari pihak manapun. Transparansi merupakan 
keterbukaan yang menciptakan kepercayaan antara pemerintah dengan 
masyarakat melalui penyedia informasi dan menjamin akan 
kemudahan memperoleh informasi yang memadai (Dilago, et al., 
2018). 
Transparansi adalah indikator penting karena hal ini 
menunjukkan profesionalisme penyelenggara semakin tinggi tingkat 
transparansi akan semakin baik. Transparansi adalah unsur utama yang 
harus ada di dalam pengelolaan keuangan. Transparansi merupakan 
salah satu prinsip good governance. Dalam menjalankan mandat dari 
rakyat, transparansi merupakan hal yang penting dalam menjalankan 
tugas dan fungsi pemerintahan. Pemerintah harus menyediakan 
informasi yang lengkap dan keterbukaan mengenai apa yang 
dikerjakan, menjadi kewenangan pemerintah dalam mengambil 
keputusan secara benar dan bijak. Sesuai dengan prinsip transparansi 
yaitu keterbukaan maka kebohongan yang terjadi akan sulit untuk 
disembunyikan (Dilago, et al., 2018).  
Transparansi adalah prinsip yang menjamin bagi setiap orang 
untuk dapat memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan 





pelaksanaan hingga di tahap akhir yaitu pelaporan. Dari uraian diatas 
maka dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan 
pemerintah mengenai pengelolaan keuangan desa dari mulai 
perencanaan hingga pelaporan atau hasil akhir. Pemerintah pusat 
maupun daerah dituntut harus terbuka dalam semua informasi yang 
terkait dengan pengelolaan sumber daya publik bagi pihak yang 
membutuhkan informasi. 
Transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah 
merupakan hal yang wajib dilakukan karena hal tersebut berdampak 
positif dan harus direspon positif pula oleh pemerintah. Menurut 
(Herlianto, 2017) dengan dilakukannya transparansi tersebut publik 
akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka 
dapat menggunakan informasi tersebut untuk: 
1) Membandingkan rencana program dengan kinerja keuangan. 
2) Menilai ada atau tidak tindak korupsi dalam perencanaan hingga 
    pelaksanaan anggaran. 
3) Mengetahui apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
4) Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu 
    antara pemerintah dengan masyarakat dan dengan pihak lain lain 
    yang terkait. 
Transparansi atau keterbukaan pemerintah dalam memberikan 
informasi dalam setiap aktivitas kepada pihak yang membutuhkan 





informasi lainya kepada publik yang akan digunakan untuk 
pengambilan keputusan oleh pihak – pihak yang berkepentingan. 
9. Partisipasi Masyarakat 
Partisipasi warga adalah keikutsertaan warga sebagai individu 
atau kelompok sosial yang ikut berperan dalam perencanaan, 
pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah desa 
(Syamsi, 2014). Kebijakan ADD sangat relevan bagi perspektif yang 
menempatkan desa sebagai basis partisipasi. Perspektif ini sangat 
beralasan karena dari pengalaman historis dan empiris bahwa 
sesungguhnya desa telah lama menjalankan fungsinya sebagai swapraja 
bagi masyarakatnya. Swapraja adalah wilayah yang memiliki hak 
pemerintahan sendiri. Potensi partisipasi masyarakat juga dapat 
ditumbuhkan karena pada dasarnya masyarakat pedesaan mempunyai 
modal sosial yang tinggi untuk mendukung, melaksanakan dan bahkan 
mengawasi jalannya program pembangunan (Hardianti, et al., 2019).  
Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung 
dalam pembangunan desa. Apabila program pemerintah sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat maka sudah pasti masyarakat pun akan turut 
andil dan tentunya akan mendapatkan partisipasi masyarakat dengan 
harapan akan mencapai tujuan program tersebut. Selanjutnya dapat 
dipastikan pula bahwa tujuan pembangunan akan tercapai. Keberhasilan 
pembangunan akan tercapai apabila partisipasi masyarakat turut andil 





digerakan dalam pembangunan melalui strategi manajemen yang sesuai 
(Hardianti, et al., 2019).  
Dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan di 
suatu daerah, diperlukan komponen penduduk yang berkualitas. Dalam 
mengolah dan mengelola potensi sumber daya alam yang baik dan 
dengan hasil yang maksimal maka diperlukan penduduk yang 
berkualitas yang mempunyai kemampuan dan niat yang sungguh-
sungguh dalam mengembangkan desanya sendiri. Program bantuan 
ADD dapat mempercepat pembangunan khususnya di pedesaan. 
Bantuan tersebut digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan 
masyarakat dan pembangunan desa. Partisipasi masyarakat merupakan 
faktor utama dalam keberhasilan suatu proses pembangunan, baik 
sebagai kesatuan sistem maupun individu yang semuanya mempunyai 
peran masing-masing namun dengan tujuan yang sama, karena prinsip 
dari pembangunan itu sendiri ditunjukkan guna mewujudkan 
masyarakat yang sejahtera (Syamsi, 2014).  
Oleh sebab itu, keberhasilan pembangunan ditentukan oleh 
masyarakat juga tidak hanya pemerintahnya saja (Hardianti, et al., 
2019).  Kunci keberhasilan pembangunan tidak lain adalah peran aktif 
dari masyarakat dan dapat dikatakan juga bahwa pembangunan yang 
sedang dalam proses pun ditentukan oleh besar kecilnya partisipasi 
masyarakat yang turut andil dalam perencanaan, pelaksanaan, 





partisipasi masyarakat dalam penggunaan anggaran dana desa yaitu: 
tahap pertama dalam perencanaan pembangunan pemerintah wajib 
melakukan musyawarah desa yang diikuti oleh masyarakat, dengan 
adanya musyawarah tersebut maka masyarakat akan terlibat langsung 
sebagai subjek dalam merencanakan pembangunan desa, musyawarah 
tersebut diikuti oleh perwakilan pemangku kepentingan dari mulai 
tokoh masyarakat, kepala dusun, rukun warga, ketua remaja, dengan 
adanya perwakilan dalam musyawarah tersebut mereka mempunyai 
inspirasi, fikrian dan masukan yang berbeda-beda sesuai dengan 
kebutuhan masing-masing kelompok namun dengan tujuan yang baik 
yaitu mensukseskan pembangunan desanya, musyawarah dilaksanakan 
di awal tahun karena untuk perencanaan pembangunan pada tahun yang 
akan datang. 
Dalam hal musrenbangdes sebagai ajang musyawarah untuk 
menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan untuk 
tahun berikutnya, masyarakat menyambut baik dan ikut berperan aktif 
dalam memberikan masukan dan inspirasi sesuai dengan kebutuhannya 
masing-masing. Tahap yang kedua yaitu pelaksanaan program, 
rencana yang sebelumnya telah disepakati di dalam musyawarah desa.  
(Syamsi, 2014) di dalam melakukan pelaksanaan program terdapat 
bentuk partisipasi dari masyarakat seperti: 






b)   Dalam kegiatan program dibutuhkan partisipasi masyarakat 
berupa pikiran yang dituangkan dalam bentuk saran, 
masukan hingga kritikan. 
c)   Dalam pelaksanaan program masyarakat bisa bergotong 
royong membantu pembangunan desa bagi yang 
mempunyai kemampuan di bidang pertukangan dan 
menyediakan peralatan bangunan seperti cangkul. 
Tahap ketiga yaitu dalam penggunaan anggaran dana desa pada 
saat perencanaan dan pelaksanaan program, masyarakat dapat 
berpartisipasi dengan mengawasi kegiatannya. Partisipasi masyarakat 
sebagai pengawas sangat dibutuhkan baik dari mulai musyawarah 
perencanaan hingga ke tahap pelaksanan program, dengan adanya 
partisipasi masyarakat mempunyai manfaat yang besar tidak hanya 
mengetahui program apa saja yang ingin dijalankan masyarakat pun 
mengetahui berapa anggaran yang dihabiskan oleh program yang akan 
dilaksanakan (Syamsi, 2014). 
B. Penelitian Terdahulu 
Penelitian terkait tentang Akuntabilitas, Transparansi dan 
Partisipasi Masyarakat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) telah 
dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu. Adapun uraian 






(Dilago, et al., 2018) yang meneliti tentang Transparansi 
Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Soatobaru 
Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara. Hasil dari 
penelitian tersebut adalah belum adanya keterbukaan atau transparansi 
pemerintah desa dalam hal ini pelaksanaan dana desa melalui APBDes, 
masyarakat hanya mengetahui jumlah keseluruhan APBDes tahun 
2017 yaitu Dana Desa sebesar Rp. 782.852.000 dan Alokasi Dana 
Desa sebesar Rp. 278.496.394, Bahkan proses transparansi ini tidak 
membawa dampak positif dalam pelaksanaan pembangunan jalan tani, 
instalasi air bersih dan jalan sirtu desa, serta keterbukaan pemerintah 
dalam membuat kebijakan-kebijakan tidak diketahui oleh masyarakat, 
secara terperinci kesimpulan mengenai aspek-aspek yang dikaji adalah 
kesediaan dan aksesibilitas dokumen, berdasarkan hasil penelitian 
menunjukan bahwa masyarakat dapat memperoleh dokumen mengenai 
pengelolaan dana desa, walaupun akses untuk mendapatkannya tidak 
semua masyarakat dapat melihat point-point dalam dokumen tersebut, 
dan dalam pelaksanaannya masyarakat tidak terlalu mengetahui secara 
jelas. 
( Ainul, et al., 2017) yang meneliti tentang Akuntabilitas 
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan 
Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Hasil dari penelitian tersebut 
adalah Sistem Akuntabilitas secara Keseluruhan di 9 Desa yang ada di 





sistem akuntabilitas di Kecamatan Rogojampi mendapatkan nilai AA 
yang berarti sistem akuntabilitas telah berlangsung dengan 
memuaskan. Baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan, dan pertanggungjawaban, semua telah berlangsung 
dengan memuaskan, namun terdapat satu komponen dalam 
pengawasan yang belum terpenuhi, yakni ketepatan waktu dalam 
penyampaian SPJ yang masih terlambat.  
(Kholmi, 2016) yang meneliti tentang Akuntabilitas 
Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi Di Desa Kedungbetik 
Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. Hasil penelitian tersebut 
adalah Menunjukan bahwa perencanaan dan pelaksanaan sudah 
akuntabel, perencanaan ADD didasarkan usulan program dari dusun 
dan dievaluasi melalui forum musyawarah di tingkat desa. Laporan 
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD terintegrasi dengan 
pertanggungjawaban APBDesa. Kendala pengelolaan ADD adalah 
kurangnya pemahaman aparatur desa dalam mengimplementasikan 
ADD. 
(Luthfi, et al., 2018) yang meneliti tentang Analisis 
Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di 
Kecamatan Bengkalis. Hasil dari penelitian tersebut menunjukan 
bahwa tingkat transparansi dan akuntabilitas untuk setiap tahap 
manajemen keuangan dari perencanaan, implementasi, administrasi, 





hingga 100%, artinya dalam mengelola keuangan desa Kecamatan 
Bengkalis telah memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. 
(Hardianti, et al., 2019) yang meneliti tentang Partisipasi 
Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Program Alokasi 
Dana Desa Di Desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota). Hasil dari 
penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat 
dalam pelaksanaan program dana ADD di desa Buntongi masih rendah 
terutama dalam tahap pelaksanaan pembangunan desa. Sedangkan 
aspek yang terkait dengan partisipasi publik dalam fase implementasi 
yaitu jenis pekerjaan dan pendapatan. Sementara itu tingkat pendidikan 
hanya mempengaruhi tahap perencanaan serta pemantauan dan 
evaluasi. 
(Syahadatina, 2017) yang meneliti tentang Akuntabilitas 
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rapa Laok 
Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. Hasil penelitian tersebut 
adalah menunjukan bahwa sistem akuntabilitas perencanaan dan 
pelaksanaan di Desa Rapa Laok Kecamatan Omben Kabupaten 
Sampang telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. 
Sedangkan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa baik.  
Hasil penelitian terdahulu yang akan jadi referensi dan 












  Hasil Penelitian 















Hasil penelitian menunjukan bahwa 
masyarakat dapat memperoleh 
dokumen mengenai pengelolaan dana 
desa, walaupun akses untuk 
mendapatkannya tidak semua 
masyarakat dapat melihat point-point 
dalam dokumen tersebut, dan dalam 
pelaksanaannya masyarakat tidak 
terlalu mengetahui secara jelas. 





Desa (ADD) di 









Menunjukan bahwa pada tahap 
perencanaan dan pelaksanaan telah 
sesuai dengan prosedur yang berlaku 
dan pengelolaannya telah dilakukan 
secara akuntabel dan transparan. Untuk 
tahap pengawasan masih belum 
berjalan dengan baik karena kurangnya 
transparansi masyarakat. Sedangkan 
untuk tahap pertanggungjawaban juga 
belum berjalan dengan baik 
dikarenakan SDM tim pelaksana dalam 
membuat laporan administrasi yang 
masih kurang, sehingga diperlukan 
adanya pembinaan dan pengawasan 
lebih dari pemerintah daerah. 















Menunjukan perencanaan dan 
pelaksanaan sudah akuntabel, 
perencanaan ADD didasarkan usulan 
program dari dusun dan dievaluasi 
melalui forum musyawarah di tingkat 
desa. Laporan pertanggungjawaban 
realisasi pelaksanaan ADD terintegrasi 
dengan pertanggungjawaban APBDesa. 
Kendala pengelolaan ADD kurangnya 









4.  (Luthfi, et al., 






















Hasil penelitian menunjukan 
bahwa tingkat transparansi dan 
akuntabilitas untuk setiap tahap 
manajemen keuangan dari 
perencanaan, implementasi, 
administrasi, pelaporan dan 
akuntabilitas berada pada nilai 
terendah dari 86,64% hingga 
100%, artinya dalam mengelola 
keuangan desa Kecamatan 
Bengkalis telah memenuhi prinsip 






5.  (Hardianti, et al., 

























Menunjukkan bahwa: Pertama, 
tingkat partisipasi masyarakat 
dalam pelaksanaan program dana 
alokasi desa) di desa Buntongi 
masih rendah. Kedua, aspek yang 
terkait dengan partisipasi publik 
dalam fase implementasi yaitu 
jenis pekerjaan dan pendapatan. 
Sementara itu tingkat pendidikan 
hanya mempengaruhi tahap 













6.  (Syahadatina, 2017)   
Akuntabilitas 
Pengelolaan 
Alokasi Dana Desa 

















Hasil penelitian tersebut adalah 
menunjukan bahwa sistem 
akuntabilitas perencanaan dan 
pelaksanaan di Desa Rapa Laok 
Kecamatan Omben Kabupaten 
Sampang telah menerapkan 
prinsip transparansi dan 
akuntabilitas. Sedangkan 
pertanggungjawaban Alokasi 
Dana Desa baik secara teknis 
maupun administrasi sudah baik, 
namun harus tetap mendapat atau 
diberikan bimbingan dari 
pemerintah kecamatan. 
Sumber: data yang diolah  
Berdasarkan uraian dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah 
dijelaskan diatas, peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 
Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Pengelolaan ADD. 
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada 
subyek penelitian dan tahun alokasi anggaran yang dipakai. Dalam 
penelitian ini penulis melakukan penelitian tentang Pengelolaan ADD 
tahun  anggaran 2019 yang dilakukan di Desa Banjarharjo, Kecamatan 
Banjarharjo, Kabupaten Brebes. 
C. Alur Pengelolaan Alokasi Dana Desa 
Alur pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat digambarkan 























Alur Pengelolaan Alokasi Dana Desa 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas, 
Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pengelolaan ADD. Berdasarkan 
pada Kepmendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan 
Desa termasuk ADD adalah keseluruhan kegiatan yang dimulai dari 
Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban. ADD 
dikelola berdasarkan prinsip anggaran. Prinsip akuntabilitas adalah 
mempertanggungjawabkan kepada masyarakat mengenai kegiatan dan 
hasil akhir dari kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-
Pengelolaan Alokasi Dana Desa 
(ADD) 
Akuntabilitas Transparansi Partisipasi masyarakat 
Kendala pengelolaan 
Pemerintahan Yang Baik 
(Good Governance) 








undangan yang berlaku. Sedangkan prinsip transparansi merupakan 
keterbukaan pemerintah kepada masyarakat atas informasi pengelolaan 
keuangan desa. Selain akuntabilitas dan transparansi ada juga partisipasi 
masyarakat yang turut andil di dalam mengawasi keuangan desa. Di dalam 
pengelolaan ADD tentunya ada kendala sendiri-sendiri baik dari segi 
pencairan, pelaporan atau mungkin pelaksanaannya. Akuntabilitas, 
transparansi dan partisipasi masyarakat sangatlah penting dalam sistem 
pengelolaan dana pemerintahan desa sebagai cerminan terwujudnya tata 











A. Pemilihan Metode 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis data primer dan 
data sekunder. Pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode yang dilakukan 
dengan cara mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data sehingga 
diperoleh gambaran yang cukup jelas tentang masalah yang dihadapi, 
kemudian ditarik kesimpulan mengenai pengelolaan ADD dalam 
menunjang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang 
dilakukan oleh pemerintah Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo 
Kabupaten Brebes dalam pengelolaan ADD tahun anggaran 2019 
B. Subjek Penelitian 
Subyek dalam penelitian ini yaitu Desa Banjarharjo Kecamatan 
Banjarharjo Kabupaten Brebes Jawa Tengah. 
C. Metode Pengumpulan Data  
Data Teknik pengumpulan data yang dilakukan di dalam penelitian 
ini, yaitu: 
1. Teknik Observasi 
Observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara langsung 





dilakukan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang 
tampak atau dirasakan langsung melalui gejala-gejala yang muncul 
pada objek penelitian (Haya, 2019). Observasi yang dilakukan dalam 
penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada bentuk fisik berupa 
banner  ataupun papan informasi mengenai penerapan prinsip 
akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 
Di Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes. 
2. Teknik Wawancara. 
Wawancara adalah alat pengumpulan data berupa tanya jawab 
antara pihak pencari informasi dengan sumber informasi yang 
berlangsung secara lisan (Haya, 2019). Wawancara dilakukan dengan 
pihak yang benar-benar berkompeten. Wawancara dalam penelitian ini 
sangat penting, karena teknik wawancara digunakan oleh peneliti untuk 
memperoleh informasi berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi 
pengelolaan Alokasi ADD. Informan yang di wawancara sebagai 
narasumber yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan 
Masyarakat Desa Banjarharjo. 
3. Teknik Dokumentasi. 
Dokumentasi adalah data-data yang diperoleh dari catatan-
catatan yang dimiliki pemerintah desa. Dokumentasi dilakukan dengan 
mengumpulkan, menganalisis, dan mengelola data yang menghasilkan 





menunjang berlangsungnya kegiatan penelitian (Haya, 2019). Dalam 
penelitian ini dokumen yang digunakan adalah laporan dan catatan 
penting yang dimiliki Pemerintah Desa Banjarharjo terkait dengan 
ADD. Dokumen-dokumen tersebut digunakan sebagai sumber data 
yang dapat mendukung data dari hasil wawancara dan observasi. 
D. Metode Analisis Data 
Data Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dengan data primer dan data 
sekunder. Pada penelitian ini tahap-tahap analisis data dilakukan dengan 
cara sebagai berikut: 
a. Mengelompokkan semua data yang telah dikumpulkan. 
b. Membaca semua data dan membuat catatan yang dianggap penting   
yang sesuai masalah penelitian harus melakukan pengkodean data. 
c. Mereduksi data, memilah, memusatkan dan menyederhanakan data 
dalam bentuk pengurangan data yaitu membuang atau mengurangi 
data yang tidak penting sehingga data yang terpilih dapat diproses 
ke langkah selanjutnya yang baru diperoleh dari penelitian yang 
masih rendah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 
d. Penyajian data, yaitu menyusun informasi yang sesuai agar mudah 
dipahami. 
e. Perumusan dalam simpulan, yaitu dengan melakukan tinjauan ulang 





diuji kebenarannya dan validitasnya yang dilakukan dengan teliti 
dan cermat. 
f. Hasil yang diperoleh di interpretasikan, kemudian disajikan dalam 
bentuk naratif. 
E. Validitas dan Reliabilitas Data 
Dalam penelitian kualitatif, apabila tidak terdapat perbedaan antara 
hasil si peneliti dengan yang sebenarnya maka hal tersebut dapat dikatakan 
valid dan reliabel. Teknik untuk menguji keabsahan data pada penelitian 
ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik 
pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. 
Teknik triangulasi yang digunakan yaitu teknik pemeriksaan yang 
memanfaatkan penggunaan sumber. Triangulasi dengan sumber berarti 
membandingkan dan mengecek kembali suatu informasi yang diperoleh 
melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal ini dilakukan dengan cara 
membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan 











HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Letak Geografis Desa Banjarharjo 
Desa Banjarharjo adalah salah satu desa yang terletak di 
wilayah Kecamatan Banjarharjo dan merupakan pusat dari  
pemerintahan kecamatan Banjarharjo sendiri. Jarak desa Banjarharjo 
ke Ibu Kota  Kabupaten Brebes adalah 47 kilometer. Dengan luas 
wilayah kurang lebih 535 Ha terdiri dari lahan pemukiman 224 ha, 
lahan pertanian 215 Ha, dan lahan perhutani 96 Ha. 
Bahasa utama yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari 
adalah bahasa jawa, tetapi banyak pula yang menggunakan bahasa 
sunda sebagai bahasa komunikasi masyarakatnya karena kecamatan 
Banjarharjo berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Barat. Desa 
Banjarharjo terdapat rumah sakit Dera-asy Syifa An-nahdiyah dan ada 
juga pom bensin yang letaknya bersebelahan yang terletak disebelah 
utara Banjarharjo. Selain itu, banjarharjo juga memiliki beberapa 
saluran irigasi yang dialirkan dari waduk malahayu. Di dukuh Nambo-
Banjarharjo terdapat bendungan, bendungan itu biasa jadi tempat 
rekreasi anak remaja, bisa juga dijadikan sebagai tempat olahraga 
untuk lari jarak jauh. 
Secara geografis desa Banjarharjo ini berbatasan dengan : 





Sebelah Selatan           : Desa Cikuya  dan Desa Malahayu 
Sebelah Timur                : Desa Karang Bandung 
Sebelah Barat                 : Desa Parereja 
2. Kondisi Demografis 
a. Pertumbuhan Penduduk Desa Banjarharjo 
Jumlah penduduk Desa Banjarharjo tahun 2019 sebanyak 
14.220 (empat belas ribu dua ratus dua puluh) jiwa yang terdiri dari 
penduduk laki-laki sebanyak 7.344 (tujuh ribu tiga ratus empat 
puluh empat) jiwa dan perempuan sebanyak 6.876 (enam ribu 
delapan ratus tujuh puluh enam) jiwa. Sedangkan jumlah Kepala 
Keluarga (KK) sebanyak 5.091 (lima ribu sembilan puluh satu) 
jiwa. Data jumlah penduduk di Desa Banjarharjo dapat dilihat pada 
tabel dibawah ini: 
Tabel 4.1 
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 
No. Jenis Kelamin Jumlah (Jiwa) 
1. Laki-Laki 7.344 
2. Perempuan 6.876 
Total 14.220 
Sumber : data yang diolah 
Dilihat dari tabel di atas bahwa jumlah penduduk di Desa 





perempuan dengan selisih 468 (empat ratus enam puluh delapan) 
jiwa.   
Tabel 4.2 
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur 
No. Umur Jumlah (Jiwa) 
1. 0-4 854 
2. 5-9 1.030 
3. 10-14 1.067 
4. 15-19 1.145 
5. 20-24 1.180 
6. 25-29 1.202 
7 30-34 1.199 
8. 35-39 1.271 
9. 40-44 1.117 
10. 45-49 907 
11. 50-54 799 
12. 55-59 680 
13. 60-64 543 
14. 65-69 431 
15. 70-74 250 
16. >=75 545 
Total  14.220 
  Sumber: data yang diolah 
Dilihat dari tabel diatas menunjukan bahwa jumlah 
penduduk terbanyak di Desa Banjarharjo adalah usia produktif 
yaitu 21 -40 tahun sebanyak 24 (dua puluh empat) jiwa. Jika pada 
usia ini memiliki ilmu dan keterampilan yang memadai untuk 
mengelola sumber daya alam maka kesejahteraan akan terpenuhi. 
b. Kondisi Pendidikan Desa Banjarharjo  
Pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting dalam 





perekonomian. Dengan kualitas pendidikan yang semakin baik 
diharapkan nantinya mampu menciptakan kualitas sumber daya 
manusia yang bisa berpengaruh dan mampu membantu program 
pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan melalui 
partisipasi masyarakat yang aktif dan partisipatif. Penduduk 
menurut tingkat pendidikan dapat dilihat di tabel bawah ini. 
Tabel 4.3 
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 
No. Tingkat Pendidikan Jumlah 
1. Tidak/Belum Sekolah 3.040 
2. Belum Tamat SD/Sederajat 2.234 
3. Tamat SD/Sederajat 4.770 
4. SLTP/Sederajat 1.834 
5. SLTA/Sederajat 1.774 
6. Diploma I/II 51 
7. Akademi/Diploma III/S 129 
8. Diploma IV/Strata I 373 
9. Strata II 13 
10. Strata III 2 
Total 14.220 
Sumber: data yang diolah 
Dilihat dari tabel diatas menunjukan bahwa tingkat pendidikan 
di Desa Banjarharjo masih terbilang rendah terbukti dimana 
penduduk yang tamat SLTA hanya 1.774 (seribu tujuh ratus tujuh 
puluh empat). hal ini menjadi perhatian pemerintah guna lebih 







c. Potensi Desa Banjarharjo 
  Desa Banjarharjo memiliki potensi sumber daya alam yang 
yaitu berupa tanah sawah. Dengan tanah sawah yang cukup luas 
dimanfaatkan untuk tanam tanaman pangan seperti tanaman padi, 
tanaman bawang, tanaman jagung, tanaman tebu, dan tanaman 
singkong. Berikut jumlah penduduk menurut mata pencaharian di 
Desa Banjarharjo 
Tabel 4.4 
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian 
Jenis Pekerjaan Jumlah 
Pensiunan 146 











Karyawan Perusahaan 372 
Karyawan Honorer 59 
Buruh 1.763 
Tukang 25 
Penata Rias 3 
Seniman 1 
Pendeta 2 
Sumber: data yang diolah 
Dilihat dari tabel diatas menunjukan bahwa mata pencaharian 





terbukti dengan jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh 
menempati posisi paling banyak yaitu 1.763 (seribu tujuh ratus enam 
puluh tiga) orang. 
3. Vivi dan Misi Desa Banjarharjo 
Dalam mewujudkan suatu tujuan pemerintahan harus mempunyai 
visi dan misi sebagai pedoman atau acuan untuk mencapainya, seperti 
desa Banjarharjo yang dalam pemerintahannya memiliki visi dan misi 
sebagai berikut: 
a. Visi 
Kebersamaan dalam membangun demi Desa Banjarharjo yang 
lebih maju. 
b. Misi  
Bersama masyarakat dan Kelembagaan Desa menyelenggarakan 
pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif ; 
a) Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan Desa yang 
ada sehingga dapat optimal dalam melayani masyarakat; 
b) Bersama masyarakat dan Kelembagaan Desa 
menyelenggarakan pemerintahan desa dan melaksanakan 
pembangunan desa yang partisipatif; 
c) Bersama masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam 






d) Bersama masyarakat dan kelembagaan memberdayakan 




















































































































































































































































































































Untuk masing-masing tugas dan fungsi pemerintah desa dan perangkat 
desa sebagai berikut: 
1. Kepala desa memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: 
a. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja 
pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah 
pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan 
upaya penataan serta pengelolaan wilayah. 
b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana 
prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan dan 
kesehatan. 
c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan 
kewajiban, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, 
keragaman dan ketenagakerjaan. 
d.   Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosial dan motivasi 
masyarakat bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup 
pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna. 
e.    Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan 
lembaga lain di desa. 
2. Sekretaris Desa mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: 
a.  Mengevaluasi data untuk kelancaran kegiatan penyelenggaraan 
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 





c.     Pelaksanaan administrasi umum. 
d. Pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan  
kemasyarakatan. 
e.    Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja pelaksanaan 
dan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa. 
f.    Menyusun dan memproses rancangan produk hukum desa, 
(Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan keputusan Kepala 
Desa). 
g.   Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian yang meliputi 
kesejahteraan kerja, pengangkatan dan pemberhentian perangkat 
desa. 
h.   Menyelenggarakan penyusunan rencana anggaran pengelolaan 
keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya. 
i.        Melakukan pelayanan teknis administrasi kepada masyarakat. 
j.        Menyusun program tahunan Desa (RPJMDes – RKPDes). 
k.   Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa 
dalam hal Kepala Desa berhalangan. 
3. Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas dan fungsi sebagai 
berikut: 
  a. Melaksanakan urusan surat menyurat serta pelayanan umum. 
  b. Memelihara dan melestarikan aset-aset pemerintah. 
  c. Melaksanakan urusan keuangan dan pelaporan. 





e. Membina dan melayani perizinan. 
f. Pelaksana kegiatan bidang pembinaan kehidupan masyarakat 
desa. 
g.   Pelaksana inventaris, pembinaan dan pelestarian kebudayaan 
yang berlaku di desa. 
h.   Pelaksana kegiatan perencanaan bidang kemasyarakatan dan 
sosial budaya desa. 
4. Kepala Urusan Keuangan (Bendahara desa) mempunyai tugas 
sebagai berikut: 
g. Menyimpan, menyetorkan, membayarkan dan 
mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka 
pelaksanaan APBD. 
h. Membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan 
pengeluaran. 
i. Menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan 
uang atau surat berharga dalam pengelolaannya. 
j. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah, 
k. Melakukan pemotongan atau pemungutan penerimaan negara 
dari pembayaran yang dilakukannya. 
l. Menyetorkan pemotongan atau pemungutan kewajiban ke kas 
negara. 





n. Menyimpan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala 
Desa. 
5. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok dan fungsi 
sebagai berikut: 
a. Menyusun rancangan program regulasi desa. 
b. Merumuskan dan mengevaluasi data yang terkait dengan 
penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa. 
c. Menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan bidang 
pertahanan dan kependudukan. 
d. Merumuskan upaya terciptanya ketentraman, ketertiban dan 
pembangunan kesatuan bangsa di desa. 
e. Menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan urutan 
organisasi sosial kemasyarakatan dan adat istiadat. 
f. Melakukan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan dusun dan 
RT. 
g. Melakukan kegiatan yang terkait dengan pernyataan peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku, keputusan desa dan 
keputusan Kepala Desa. 
h. Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan penataan dan 






6. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) mempunyai tugas  dan  
fungsi sebagai berikut: 
a. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan. 
b. Melakukan pembinaan di bidang keagamaan, kesehatan, 
keluarga berencana posyandu dan pendidikan masyarakat. 
c. Menyelenggarakan inventarisasi penduduk yang tuna karya, 
tuna wisma, tuna susila, para penyandang cacat fisik, yatim 
piatu, jompo, panti asuhan dan pencatatan dalam rangka 
memasyarakatkan kembali bekas narapidana. 
d. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang 
kesejahteraan masyarakat (raskin, BLSM, dan sebagainya). 
e. Membantu penyaluran bantuan terhadap korban bencana. 
f. Membantu dan membina kegiatan pengumpulan zakat, infak dan 
sodakoh, dan dana sosial lainnya. 
g. Melaksanakan administrasi desa sesuai dengan bidangnya. 
7. Kepala Seksi Pelayanan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: 
a. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan 
hak dan kewajiban masyarakat. 
b. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat. 







8. Kepala Dusun mempunyai tugas pokok sebagai berikut: 
a. Membantu Kepala Desa dalam tugas pelayanan, pemberdayaan 
dan penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan desa. 
b. Melaksanakan tertib administrasi umum dan keuangan. 
c. Melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris desa. 
d. Melaksanakan urusan rumah tangga desa. 
e. Melaksanakan penataan rapat dan upacara. 
f. Melaksanakan penataan arsip. 
g. Mengumpulkan dan menyusun bahan laporan pemerintah desa. 
         Berikut nama-nama pejabat yang memerintah di desa Banjarharjo 
Tabel 4.5 
Daftar Nama Pejabat Pemerintahan  Desa Banjarharjo 
No Nama  Jabatan  
1 Sutriono  Kepala Desa 
2 Edi Waluyo Sekretaris Desa 
3 Rita Juniarsih Kasi Pemerintahan 
4 Edi Triadi Kasi Kesejahteraan 
5 Rosidin Kasi Pelayanan 
6 Ropiah Kaur Tata Usaha 
7 Wiwik Ernawati Kaur Keuangan 
8 Tubagus KADUS I 
9 Suratman  KADUS III 
10 Sutrisno  KADUS IV 
10 Sukri KADUS V 
11 Khaerul Anam Staf Kasi Pelayanan 






B. Hasil Penelitian 
Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Pengelolaan 
Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Banjarharjo Kecamatan 
Banjarharjo Kabupaten Brebes 
Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 
sedikitnya 10% yang dialokasikan untuk desa dengan tujuan pemerataan 
kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam 
rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 
serta pemberdayaan masyarakat. ADD merupakan pendapatan keuangan 
dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa. 
Penggunaan ADD yang diterima setiap desa dalam Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang  Pengelolaan 
Keuangan Desa, digunakan untuk dua komponen yaitu: 70% digunakan 
untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa sedangkan 30% 
digunakan untuk membiayai operasional pemerintah desa dan Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD).  
1. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 
Akuntabilitas pengelolaan ADD dimaksudkan sebagai upaya untuk 
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).  
Prinsip dari good governance itu sendiri adalah partisipasi, transparansi 
dan akuntabilitas atau tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan 





Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa harus berdasarkan prinsip transparan dan akuntabel. 
Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban oleh pihak yang diberi 
kepercayaan dimana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di 
dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah 
ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan langsung dengan 
aktivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan sebagai kontraprestasi 
atas hak-hak yang telah dipungut langsung maupun tidak langsung dari 
masyarakat. 
Akuntabilitas sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 
yaitu dengan menyusun Berita Acara Musrembangdes, RPJM Desa, RKP 
Desa, APBDes yang kemudian ditetapkan melalui Perdes, kemudian 
akuntabilitas dalam pertanggungjawabannya diwajibkan membuat RAB, 
SPP, Buku Pembantu Kegiatan, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu 
Pajak dan lain-lain yang kemudian hasil tersebut oleh pemerintah desa 
untuk melaporkan penggunaan dana tiap semester dan Laporan realisasi 
pelaksanaan APBDes. Akuntabilitas yang terjadi di Desa Banjarharjo telah 
melakukan mekanisme yang serupa seperti pembuatan SPJ, LPPD, LKPD, 
Buku Kas Umum, Buku Kas Penerimaan dan lain-lain, yang disusun oleh 
Sekretaris Desa dan Bendahara Desa yang disetujui oleh Kepala Desa 
yang kemudian diserahkan kepada pihak kecamatan dan selanjutnya pihak 





akuntabilitas atau pertanggungjawaban ADD di Desa Banjarharjo sesuai 
dengan peraturan yang telah ditentukan. 
2. Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 
Transparansi (keterbukaan) yaitu memberikan informasi yang 
terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa 
masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan kebebasan 
mendapatkan akses informasi seluas-luasnya atas pertanggungjawaban 
pemerintah dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Segala 
sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat harus dibuat secara terbuka, 
karena masyarakat sebagai salah satu alat untuk mendorong berjalannya 
prinsip-prinsip good governance. Dengan demikian transparansi menjadi 
instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan 
korupsi khususnya dengan ADD yang dikeluarkan oleh pemerintah.  
Prinsip transparansi di desa Banjarharjo terlihat dari adanya 
peraturan desa yang dibuat setelah hasil Musdes telah disepakati. 
Kemudian dapat dilihat dalam blog pemerintah desa Banjarharjo yang 
berisi mengenai seluruh kegiatan dan hasil kegiatan yang telah dilakukan. 
Dalam tahap pelaksanaan pemerintah desa membuat Tim 11 tingkat dusun 
yang terdiri dari LPM, karang taruna dan masyarakat desa yang nantinya 
setiap kegiatan akan di pantau atau diawasi. Sedangkan dalam proses 
pertanggungjawaban bentuk transparansi pemerintah desa Banjarharjo 





Desa dan di setiap RW sehingga warga dapat mengetahui secara rinci 
mengenai pengelolaan dan penggunaan ADD di desa Banjarharjo, tapi 
untuk saat ini banner tersebut tidak lagi dipasang dikarenakan rusak 
karena faktor cuaca, namun walaupun begitu desa Banjarharjo telah 
menerapkan prinsip transparansi yang baik mengenai pengelolaan ADD. 
3. Partisipasi Masyarakat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 
Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung 
dalam pembangunan desa. Apabila program pemerintah sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat maka sudah pasti masyarakat pun akan turut andil 
dan tentunya akan mendapatkan partisipasi masyarakat dengan harapan 
akan mencapai tujuan program tersebut. Selanjutnya dapat dipastikan pula 
bahwa tujuan pembangunan akan tercapai. Keberhasilan pembangunan 
akan akan tercapai apabila partisipasi masyarakat turut andil dan juga 
karena adanya nilai tradisional sebagai potensi yang dapat digerakan 
dalam pembangunan melalui strategi manajemen yang sesuai. 
Prinsip partisipasi dapat dilihat dari komitmen pemerintah desa 
yang selalu mengundang beberapa lembaga masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam Musdes. Pada setiap akan melaksanakan Musdes, 
maka pemerintah desa Banjarharjo akan bekerja sama dengan BPD untuk 
mengumpulkan lembaga-lembaga masyarakat yang lain seperti RT, RW, 
tokoh masyarakat, PKK dan juga karang taruna untuk dimintai pendapat 





Dalam pelaksanaan Musdes harus berpedoman pada prinsip-prinsip 
Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD) prinsip 
ini mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan 
dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang 
berlokasi di desa Banjarharjo, sehingga benar-benar dapat merespon 
kebutuhan atau aspirasi yang berkembang. Untuk  mengetahui prinsip apa 
saja yang harus diterapkan dalam mewujudkan good governance mulai 
dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pertanggungjawaban. 
a. Perencanaan ADD 
Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu 
pendapatan desa yang  penggunaannya terintegrasi dengan 
APBDes. Program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui 
Musyawarah Perencanaan Desa (Musrendes). Musrendes 
merupakan forum musyawarah desa yang membahas usulan-usulan 
perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman 
pada prinsip-prinsip. Program Pembangunan dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa (P3MD) dalam pelaksanaannya dibutuhkan 
partisipasi dan aspirasi dari masyarakat untuk menentukan 
pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di 
Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes demi 
memajukan dan mensejahterakan desa serta mewujudkan 





Perencanaan ADD merupakan ruang lingkup perencanaan 
desa yang merupakan bagian dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa (RPJMDes). Rencana Kerja Pemerintah Desa 
(RKPDes) dan APBDes, yang dibahas dan  disepakati bersama 
antara Kepala Desa, kelembagaan masyarakat dan masyarakat 
umumnya dalam musyawarah desa dan ditetapkan dengan 
peraturan desa. 
Pada proses perencanaan ADD diawali dengan 
Musyawarah Dusun (Musdus) kemudian ke tingkat Musyawarah 
Desa (Musdes) untuk menyusun rencana kegiatan tersebut harus 
melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di desa baik 
lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum melalui 
forum musyawarah tingkat desa. 
Perencanaan ADD yang dilakukan oleh pemerintah desa 
Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes sesuai 
dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Banjarharjo yaitu 
Bapak Sutriono mengatakan: 
 “Sebelum menuju ke Musdes (Musyawarah Desa), di setiap 
dusun dari mulai RT kumpul di masing-masing dusun diadakan 
Musdus (Musyawarah Dusun). Di saat itu setiap RT membawa 
program, baik untuk pembangunan infrastruktur maupun untuk 
kelembagaan. Dari Musdus itu oleh panita tim 11 hasilnya 
dibawa pada saat Musdes. Nanti pada saat Musdes dirancang 
dan disesuaikan dengan dana yang ada, nanti pakai skala 
prioritas karena ADD ini berasal dari permohonan atau dari 
permintaan paling bawah yaitu RT. Hasil dari Musdus dan 
Musdes selanjutnya akan dirancang bersama BPD untuk 
pengalokasian ADD. Yang dimaksud Tim 11 yaitu merancang 





Karang Taruna, dan kelembagaan yang lainnya. Tim tersebut  
nanti akan keliling ke masing-masing dusun atau RW untuk 
melaksanakan dan memantau  Musdus. Setelah Musdus nanti 
ke desa lalu dilaksanakan Musdes.” (hasil wawancara 09 Juni 
2020) 
 Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara Sekretaris Desa 
Banjarharjo yaitu Bapak Edi Waluyo mengatakan: 
“Dalam partisipasi ADD desa Banjarharjo kami ikut 
sertakan seluruh jajaran masyarakat sehingga mereka akan 
paham dan mengerti apa itu dana desa dan untuk apa saja 
pengelolaan ADD.” (hasil wawancara 09 Juni 2020) 
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat 
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Ditinjau dari prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi 
masyarakat dalam proses perencanaan ADD di Desa Banjarharjo yaitu 
sesuai hasil wawancara dengan Kepala Desa Banjarharjo Bapak 
Sutriono mengatakan: 
 “Bentuk transparansi pada tahap awal yaitu dengan 
diadakan Musdus di setiap wilayah RW, itu sudah  
merupakan bentuk transparansi dari warga masyarakat 
paling bawah. Pada tahap selanjutnya nanti saat Musdes  itu 
juga akan disampaikan bahwa program ADD ini sesuai 
dengan permintaan pada saat Musdus. Jadi kita terbuka 
untuk masyarakat yang mengusulkan apa saja selama itu 
masih jadi skala prioritas dan jika ada dana pasti kita akan 
biayai.” (hasil wawancara 09 Juni 2020) 
Sedangkan Sekretaris Desa Banjarharjo Bapak Edi Waluyo 
juga mengatakan: 
“Untuk prinsip transparansi dan akuntabilitas  dalam ADD 
sudah jelas kami menggunakan sistem dengan mengadakan 
musyawarah dengan seluruh elemen masyarakat termasuk 
lembaga yang ada di desa dan setelah itu kami paparkan 
lewat pemaparan APBDes yang dipampang di setiap sudut 
desa yang terlihat jelas oleh masyarakat.” (hasil wawancara 
09 Juni 2020) 
Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh 
masyarakat desa Banjarharjo yang mengatakan: 
“Kalau untuk transparansinya yang saya tahu kalau untuk 
pelaporannya pernah lihat di baliho atau banner tentang 
alokasi dana desa. Kalau pas awal tahun juga nanti kita 
dapat undangan dari desa untuk melakukan musyawarah 
desa untuk membahas  semua kegiatan dan pelaksanaannya 
nanti bagaimana.” (hasil wawancara 02 Juli 2020) 
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 





menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi 
masyarakat di dalam perencanaan ADD yang melibatkan lembaga dan 
unsur masyarakat dalam musyawarah desa, pada saat Musdes 
dijelaskan atau dipaparkan dengan jelas mengenai rincian dana yang 
diterima. 
b. Pelaksanaan ADD  
Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya  dari 
ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana. Kepala Desa 
sebagai penanggung jawab, bendahara desa dan sekretaris sebagai 
yang memverifikasi. Dalam pelaksanaan kegiatan ADD ini, 
dibutuhkan keterbukaan dari tim pelaksana kepada seluruh 
masyarakat. 
Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi 
secara jelas kepada masyarakat, maka setiap kegiatan wajib 
dilengkapi dengan papan informasi tersebut untuk membuat nama 
kegiatan, besaran anggaran ADD maupun swadaya masyarakat. 
Pelaksanaan ADD di desa Banjarharjo sudah menerapkan 
prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat sesuai 
hasil wawancara dengan Kepala Desa Banjarharjo Bapak Sutriono 
mengatakan: 
 “Setelah cair ADD ini diberikan pada saat kita kumpulkan 
seluruh elemen masyarakat, kita keluarkan hak-hak mereka 
yang sudah tercantum dalam pengajuan ADD dan kita akan 
melakukan musyawarah desa yang kemudian akan 





pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut merupakan bentuk 
transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa, 
kemudian setelah pembagian dana tersebut diharapkan 
untuk melaksanakan pembelanjaan secara  tepat karena 
mereka juga harus melampirkan bukti pada saat ingin 
mengajukan pembelanjaan dan juga bukti setelah 
pembelanjaan tersebut dilakukan. Untuk akuntabilitasnya 
kita awasi, kita meminta bukti kepada mereka, kita 
sesuaikan dengan permintaan dan pengeluarannya nanti 
peng SPJ nya juga sesuai.” (hasil wawancara 09 Juni 2020) 
 
 Hal ini senada dengan hasil  wawancara dari Sekretaris 
Desa Banjarharjo Bapak Edi Waluyo mengatakan: 
“Diterapkannya prinsip transparansi ADD supaya diketahui  
oleh masyarakat, maka kami memberdayakan seluruh 
masyarakat yang ada  dan kami sampaikan dana dari desa 
semuanya dan dengan cara  menyampaikan langsung lewat 
penjabaran tentang ADD lewat sistem yang sudah 
diberdayakan oleh pemerintah,  dengan sistem tersebut 
maka tidak ada satupun yang tidak terealisasi ADD 
masyarakat yang bisa mencekal dari apa yang sudah 
dianggarkan oleh pemerintah desa Banjarharjo.” (hasil 
wawancara 09 Juni 2020) 
 Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan 
masyarakat desa bahwa:  
“Kalau untuk pelaksanannya masyarakat selalu 
diikutsertakan dalam setiap pelaksanaan baik 
pengembangan ataupun pembangunan, itu sebenarnya 
sudah satu langkah yang sangat bagus buat desa tersebut 
karena selalu melibatkan masyarakatnya dalam setiap 
kegiatan.” (hasil wawancara 02 Juli 2020) 
 
 Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan 
bahwa di Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten 
Brebes sudah menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan 
partisipasi masyarakat. Dimana adanya papan informasi dan 





laporan pertanggungjawaban dari per kegiatan yang telah 
dilaksanakan. 
c. Pengawasan ADD  
Pengawasan dilakukan terhadap jalannya pemerintahan dan 
pembangunan agar tidak menyimpang dalam pelaksanaannya dari 
rencana yang telah ditetapkan dan aturan yang berlaku terhadap 
pelaksanaan fisik maupun pengelolaan keuangan. Pengawasan 
dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai dari ADD dilakukan oleh 
pejabat yang berwenang, aparat pemerintahan dan juga masyarakat. 
Pengawasan dari pemerintah desa dan masyarakat sesuai hasil 
wawancara dengan Kepala Desa Banjarharjo Bapak Sutriono 
mengatakan: 
 “Kita punya Kasi yang membidangi untuk mengawasi 
program ADD dan alhamdulillah dana-dana ini kita pantau,  
kita berikan lalu dibelanjakan oleh yang mendapatkan dana 
ini dan kita awasi semuanya baik dari bukti-bukti 
pembelian maupun dari foto atau bukti berupa gambar dari 
mereka membeli barang, proses, sampai selsesai itu kita 
pertanggung jawabkan, jadi dalam  pengawasan kerja ADD 
ini dari nol sampai 100 persen kita minta 
pertanggungjawaban dari masing-masing lembaga. Salah 
satu syarat pencairan ADD ini kan ada beberapa tahap tidak 
sekaligus, jadi apabila tahap pertama tidak memenuhi tidak 
dibelanjakan sesuai dengan peruntukan ini tidak mungkin 
tahap berikutnya cair jadi  ini saling berkaitan, kalau ingin 
cair tahap kedua tahap pertamanya harus selesai untuk 
pencairan tahap ketiga  tahap keduanya harus  selesai.” 
(hasil wawancara 09 Juni 2020). 
 Hal ini di perkuat hasil wawancara dengan Sekretaris Desa 





“Bentuk pengawasan yang kami laksanakan  di setiap 
pelaksanaan ADD yaitu dengan cara swakelola, dimana 
dari lembaga-lembaga yang mendapatkan dana harus  
menyampaikan laporan tersebut pada desa, sehingga 
dengan apa yang direalisasikan  oleh masing-masing 
lembaga kami tahu sehingga kalau satu dua tiga tidak 
melaksanakan dengan baik  maka kami melakukan 
peneguran kepada siapa pun yang menyalahi dari 
penggunaan ADD.”(hasil wawancara 09 Juni 2020) 
 Sedangkan menurut Bendahara Desa Ibu Wiwik Ernawati 
mengungkapkan bahwa:  
“Cukup ketat juga diawasi oleh  lembaga yaitu BPD  dan 
lembaga yang lain, juga termasuk masyarakatnya juga ikut 
mengawasi” (hasil wawancara 09 Juni 2020) 
 
 Adapun menurut hasil wawancara dengan masyarakat desa 
yang mengatakan:  
 “Mungkin iya pengawasannya baik, karena ada BPD,LPM, 
Perangkat Desa dan masyarakat desa juga aktif.” (hasil 
wawancara 02 Juli 2020) 
 Berdasarkan hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa 
dalam pelaksanaan ADD di Desa Banjarharjo pengawasan 
dilakukan oleh BPD dan bidang KASI yang mewakili dari unsur 
masyarakat dan pengawasan dari kecamatan yaitu monitoring 
langsung dalam pengelolaan keuangan desa serta meninjau 








d. Pertanggungjawaban ADD 
 Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan 
pertanggungjawaban APBDes sehingga pertanggungjawaban 
tersebut adalah pertanggungjawaban APBDes. 
Pertanggungjawaban tersebut dibuat dalam bentuk laporan realisasi 
pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun berupa: laporan semester 
pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun 
berjalan dan laporan semester kedua atau akhir Desember. Dalam 
melaksanakan pertanggungjawabannya pun  harus sesuai dengan 
prinsip dan aturan yang telah ditentukan. Pemerintah desa sudah 
melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana 
dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala Desa 
Banjarharjo Bapak Sutriono mengatakan:  
“Jelas semua sudah diperhitungkan oleh bendahara dan 
ketika mau membelanjakan dan pertanggungjawaban SPJ 
dari masing-masing kelembagaan ini semua akan dimintai 
pertanggungjawaban akuntabilitasnya, perhitungan rupiah 
yang mereka terima itu semua akan dipertanggung 
jawabkan oleh kami baik bendahara oleh sekdes maupun 
oleh kepala desa sebelum pertanggungajwaban secara 
keseluruhan diberikan atau dilaporkan ke pemerintah 
kecamatan dan kabupaten untuk pencairan tahapan 
berikutnya. Jadi Insyaallah prinsip akuntabilitas dan 
transparansi  dalam pertanggungjawaban ADD ini sudah 
sesuai dengan petunjuk baik dari Kasi PMD dari kecamatan 
maupun dari inspektorat atau dari pemerintahan desa di 





 Hal ini senada dengan hasil wawancara yang dilakukan 
oleh Sekretaris Desa Bapak Edi Waluyo yang mengatakan:  
“Untuk melaksanakan prinsip akuntabilitas kami 
melaksanakan transparansi APBDes dan 
mempertanggungjawabkan dengan sistem  yang ada yaitu 
sistem keuangan desa, sehingga bukan hanya pemerintah 
desa saja yang tahu tetapi pihak luar bahkan pusat juga 
mengetahui.”(hasil wawancara 09 Juni 2020) 
Tidak hanya mempertanggungjawabkan dari sisi prinsip 
akuntabilitas dan transparansinya saja namun harus juga 
berdasarkan peraturan pemerintah yang telah ditentukan. Desa 
Banjarharjo sudah menerapkan pertanggungjawaban sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. 
Hasil wawancara dengan Kepala Desa Bapak Sutriono 
mengatakan:  
 “Sudah pasti sesuai peraturan, karena kita bekerja ada 
aturannya yang harus dijalankan, ini bentuk 
pertanggungjawaban sesuai dengan instruksi dari  
pemerintah lebih atas, karena setiap pekerjaan desa itu 
dipertanggung jawabkan  oleh kita semua ke pemerintah 
kecamatan dan kabupaten karena dalam pekerjaan 
pertanggungjawaban ADD dan DD  itu pasti akan diawasi 
oleh Kasi PMD oleh  pemerintah kecamatan  sebelum ada 
pemeriksaan dari kabupaten. Setiap pekerjaan itu 
dipertanggung jawabkan  dan diperiksa oleh kasi PMD  
oleh inspektorat oleh kabupaten  bahkan oleh BPK provinsi 
jadi semua pekerjaan Insyaallah akan  
dipertanggungjawabkan.” (hasil wawancara 09 Juni 2020) 
 





“Untuk proses pertanggungjawaban kami betul-betul 
menggunakan peraturan yang sudah ditentukan baik oleh 
pemerintah kecamatan, kabupaten maupun pusat sehingga 
kami tidak berani untuk mempertanggungjawabkan 
pelaporan tersebut dengan menggunakan 
pertanggungjawaban yang semena-mena.” (hasil 
wawancara 09 Juni 2020) 
 Adapun hasil wawancara dengan Bendahara Desa Ibu 
Wiwik Ernawati mengatakan: 
“Untuk proses pertanggungjawaban itu sudah sesuai dengan  
peraturan yang telah ditentukan  oleh pemerintah, untuk 
nomor peraturannya saya lupa tapi kita menerapkannya 
sesuai dengan peraturan pemerintah  yang diturunkan 
kepada kepala desa apa yang harus dikerjakan oleh 
pemerintah desa ya seperti itu.”(hasil wawancara 09 Juni 
2020)  
 Hasil wawancara di perkuat oleh masyarakat desa yang 
mengatakan bahwa: 
“Kalau untuk pertanggungjawabannya, desa Banjarharjo 
sudah bagus. Soalnya ada bentuk baliho atau banner yang 
berisikan rincian dana desa.” (hasil wawancara 02 Juli 
2020) 
 Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan 
bahwa di desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten 
Brebes sudah menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan 
partisipasi masyarakat dalam pertanggungjawaban ADD. 
4. Kendala-kendala dalam pengelolaan Alokasi Dana desa (ADD) di 
Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes  
Dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang 





wawancara dengan Kepala Desa Banjarharjo Bapak Sutriono 
mengatakan: 
 “Kalau kendala pasti ada, karena peraturan-peraturan itu kadang 
berubah-ubah semua ini bisa diselesaikan  karena kita koordinasi 
dengan pihak kecamatan dan pihak kecamatan itu akan selalu 
memberikan  arahan, bimbingan kalau ada kesulitan-kesulitan bisa 
di konsultasikan kepada kecamatan kalau tidak bisa menyelesaikan 
akan dibawa ketingkat kabupaten  dan secara umum kita tidak ada 
masalah dengan  pengelolaan dana desa karena kita sudah terbiasa 
setiap tahun  melaksanakan program ini.” (hasil wawancara 09 Juni 
2020) 
  Hal ini juga disampaikan oleh Sekretaris Desa Bapak Edi Waluyo 
sebagai berikut: 
 “Untuk pengelolaan ADD sama sekali kami anggap itu tidak ada, 
hanya anggaran yang diberikan oleh pemerintah kabupaten itu 
kurang memadai, sehingga tidak semaksimal mungkin memberikan 
anggaran tersebut kepada yang sudah kami rencanakan bahkan 
mungkin hampir setiap tahun ada item yang kami buang dari 
rencana. Untuk itu kami berharap dengan kendala alokasi yang 
minim ini pemerintah kabupaten menambah dana tersebut.”(hasil 
wawancara 09 Juni 2020) 
  Kemudian diperkuat juga hasil wawancara dengan Bendahara Desa 
Ibu Wiwik Ernawati yang mengatakan: 
“Sebenarnya sih bukan kendala yang gimana gimana, karena di 
ADD itu banyak kelembagaan yang menerima uang seperti BPD, 
LPM, PKK, Karang Taruna dan Linmas itu kan setelah menerima 
dana pencairan kemudian membeli sesuatu itu harus 
mengumpulkan data untuk dilampirkan di SPJ, kadang tanda 
terima atau buktinya belum di setorkan ke pihak desa padahal SPJ 
nya sudah siap tapi untuk lampiran-lampirannya itu  kadang ada 
keterlambatan disitu, jadi yang seharusnya 2-3 minggu selesai 
kadang terlambat, kalau untuk pencairan alhamdulillah 








1. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa   
Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes  
Berdasarkan hasil penelitian dari pengamatan dan wawancara 
yang peneliti telah lakukan bahwa Desa Banjarharjo Kecamatan 
Banjarharjo sudah menerapkan prinsip Akuntabilitas yang sesuai 
dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa. Hal ini terlihat dengan adanya peraturan Desa 
Banjarharjo tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) dan 
peraturan desa Banjarharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa (APBDes) yang telah dibahas dan disepakati oleh Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD). 
Untuk pertanggungjawaban dalam pelaporan yang dilakukan 
pemerintah desa Banjarharjo yaitu ada laporan tingkat kecamatan atau 
ke kabupaten secara tertulis secara lengkap dengan bukti-bukti yang 
sah dari setiap kegiatan baik itu pembangunan, pemberdayaan atau 
kegiatan lainnya. Laporan itu adalah laporan semester sebelum laporan 
secara keseluruhan atau laporan semester I, laporan semester II dan 
laporan akhir atau laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan 
pada akhir tahun anggaran. Format laporan pertanggungjawaban 
realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja dan 





secara Siskeudes (sistem keuangan desa). Sedangkan bentuk 
pertanggungjawaban kepada masyarakat pemerintah desa melakukan 
evaluasi hasil kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan. 
2. Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa 
Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes 
Berdasarkan hasil penelitian dari pengamatan dan wawancara 
yang telah peneliti lakukan baik kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, 
Bendahara Desa dan masyarakat desa Banjarharjo bahwa desa 
Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes sudah 
menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan ADD baik 
perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban yang sesuai 
dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa. Untuk mewujudkan prinsip transparansi dalam 
pengelolaan ADD pihak pemerintah desa Banjarharjo melibatkan 
lembaga kemasyarakatan hingga masyarakat umum dalam 
musyawarah desa. Selain itu juga adanya papan informasi atau papan 
pengumuman  di setiap kegiatan yang dipasang di depan kantor Balai 
Desa Banjarharjo mengenai rincian dana yang telah diterima pihak dsa 
dan rincian program kegiatan-kegiatan dari ADD dan DD dengan 
besaran anggarannya. 
3.  Partisipasi Masyarakat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di 





Berdasarkan hasil penelitian dari pengamatan dan wawancara 
yang telah peneliti lakukan baik keada Kepala Desa, Sekretaris Desa, 
Bendahara Desa dan masyarakat desa Banjarharjo bahwa desa 
Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes sudah 
menerapkan prinsip partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD 
baik perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban.  
Untuk mewujudkan prinsip partisipasi masyarakat dalam 
pengeloaan ADD pihak pemerintah desa Banjarharjo melibatkan 
lembaga kemasyarakatan hingga masyarakat umum dalam 
musyawarah desa agar paham dan mengerti mengenai pengelolaan 
ADD. 
4. Kendala pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa 
Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes 
Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara bahwa kendala 
yang dialami dalam pengelolaan ADD di Desa Banjarharjo Kecamatan 
Banjarharjo Kabupaten Brebes yaitu waktu pencairan dana yang 
kadang terlambat sehingga menghambat pelaksanaan pembangunan 
dan menjadikan proses pelaporan tidak tepat waktu. 







Penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan mengenai 
Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Pengelolaan 
Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo 
Kabupaten Brebes sebagai berikut: 
1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Banjarharjo Kecamatan 
Banjarharjo Kabupaten Brebes secara bertahap sudah melaksanakan 
prinsip transparansi sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini dibuktikan dengan pihak 
pemerintah desa Banjarharjo melibatkan seluruh kelembagaan 
masyarakat dari mulai RT, RW,BPD, LPM,PKK dan sebagainya dan 
masyarakat umum dalam setiap musyawarah desa. Selain itu juga 
adanya papan informasi atau papan pengumuman di setiap kegiatan dan 
pemasangan banner di depan Kantor Balai Desa Banjarharjo mengenai 
rincian dana yang telah diterima pihak desa dan rincian program 
kegiatan-kegiatan dari ADD. 
2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Banjarharjo Kecamatan 
Banjarharjo Kabupaten Brebes sudah melaksanakan prinsip. 





dilakukan pemerintah desa Banjarharjo sesuai dengan Permendagri 
Nomor 113 Tahun 2014 yaitu ada laporan ke tingkat kecamatan atau ke 
kabupaten secara tertulis dan lengkap dengan bukti-bukti yang sah dari 
setiap kegiatan baik itu pembangunan, pemberdayaan atau kegiatan 
lainnya.  
3. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Banjarharjo Kecamatan 
Banjarharjo Kabupaten Brebes sudah melaksanakan prinsip partisipasi 
masyarakat. Dalam setiap kegiatan dari mulai perencanaan hingga 
pertanggungjawaban pihak pemerintah desa Banjarharjo selalu 
melibatkan masyarakat dari kelembagaan seperti RT, RW, BPD, LPM 
dan sebagainya hingga masyarakat umum. 
B. Saran 
Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti memberikan 
saran sebagai berikut: 
1. Pemerintah desa Banjarharjo harus lebih terbuka mengenai rincian 
anggaran yang telah digunakan oleh setiap kegiatan dengan memasang 
banner di tempat-tempat yang ramai atau mungkin dipasang di setiap 
RW agar dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga 
mampu meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat 





2. Seharusnya pemerintah desa Banjarharjo perlu membuat akun media 
sosial yang selanjutnya dikomunikasikan kepada pihak internal 
maupun eksternal sebagai bentuk komunikasi kepada pihak luar untuk 
dapat lebih mudah memberikan suatu informasi khususnya mengenai 
desa Banjarharjo 
3. Bagi peneliti selanjutnya agar membahas komponen pengelolaan  
keuangan desa secara detail dan mendalam termasuk untuk tahapan 
penatausahaan dan pelaporan. 
C. Keterbatasan  
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 
1. Penelitian ini hanya menggunakan satu subjek penelitian yaitu Desa 
Banjarharjo. 
2. Penelitian ini hanya menggunakan 4 narasumber. 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
 
A. Tahap Perencanaan 
1. Bagaimana mekanisme pencairan pengelolaan alokasi dana desa 
yang dilakukan oleh pemerintah desa? 
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses 
perencanaan pengelolaan alokasi dana desa? 
3. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi 
dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa? 
4. Apa saja perencanaan program kerja dari anggaran alokasi dana 
desa tahun 2019 terkait pembangunan fisik dan pemberdayaan 
masyarakat? 
B. Tahap Pelaksanaan 
1. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dan 
akuntabilitas dalam pelaksanaan alokasi dana desa? 
2. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas 
dalam pelaksanaan alokasi dana desa? 
3. Apa saja program pembangunan yang terlaksana yang didanai dari 
alokasi dana desa tahun 2019? 
4. Apa saja program pemberdayaan yang terlaksana yang didanai dari 







C. Tahap Pengawasan 
1. Bagaimana bentuk pengawasan dalam program kerja dari alokasi 
dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa? 
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam mengawasi 
pengelolaan aloaksi dana desa? 
D. Tahap Pertanggungjawaban  
1. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas 
dan transparansi dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi 
dana desa? 
2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa 
dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa? 
3. Apakah dalam proses pertanggungjawaban sudah sesuai dengan 
peraturan yang telah ditentukan? 
4. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa 
dengan yang telah direncanakan sebelumnya? 
5. Apakah ada kendala dari pemerintah desa dalam pengelolaan 












Narasumber   : Bapak Sutriono 
Jabatan   : Kepala Desa 
Hari/Tanggal Wawancara : Selasa, 09 Juni 2020 
Tempat   : Kantor Balai Desa Banjarharjo 
 
A. Tahap Perencanaan 
1. Bagaimana mekanisme pencairan pengelolaan alokasi dana desa 
yang dilakukan oleh pemerintah desa? 
Informan: Pencairannya setelah semua persyaratan administrasi 
sudah selesai, kita mengajukan ke kecamatan  untuk mendapatkan 
surat rekomendasi. Setelah mendapatkan rekom baru kita 
berangkat ke BPD itupun setelah dana di BPD sudah ada, nah 
setelah rekomnya komplit dari kecamatan dan dari dinpermades 
baru uang itu bisa dicairkan. 
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses 
perencanaan pengelolaan alokasi dana desa? 
Informan: Sebelum menuju ke Musdes (Musyawarah Desa), di 
setiap dusun dari mulai RT kumpul di masing-masing dusun 
diadakan Musdus (Musyawarah Dusun). Di saat itu setiap RT 
membawa program, baik untuk pembangunan infrastruktur 
maupun untuk kelembagaan. Dari Musdus itu oleh panita tim 11 





dirancang dan disesuaikan dengan dana yang ada, nanti pakai skala 
prioritas karena ADD ini berasal dari permohonan atau dari 
permintaan paling bawah yaitu RT. Hasil dari Musdus dan Musdes 
selanjutnya akan dirancang bersama BPD untuk pengalokasian 
ADD. Yang dimaksud Tim 11 yaitu merancang pertemuan tingkat 
Musdus, yang terdiri dari Ketua, LPM, Karang Taruna, dan 
kelembagaan yang lainnya. Tim tersebut  nanti akan keliling ke 
masing-masing dusun atau RW untuk melaksanakan dan 
memantau  Musdus. Setelah Musdus nanti ke desa lalu 
dilaksanakan Musdes. 
3. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi 
dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa? 
Informan: Bentuk transparansi pada tahap awal yaitu dengan 
diadakan Musdus di setiap wilayah RW, itu sudah  merupakan 
bentuk transparansi dari warga masyarakat paling bawah. Pada 
tahap selanjutnya nanti saat Musdes  itu juga akan disampaikan 
bahwa program ADD ini sesuai dengan permintaan pada saat 
Musdus. Jadi kita terbuka untuk masyarakat yang mengusulkan apa 
saja selama itu masih jadi skala prioritas dan jika ada dana pasti 
kita akan biayai. 
4. Apa saja perencanaan program kerja dari anggaran alokasi dana 






Informan: Kebetulan di desa Banjarharjo untuk  ADD tahun 
anggaran 2019 pembangunan fisik tidak ada, semua diberikan 
kepada pemberdayaan masyarakat, itu juga nantinya ada  atau 
dibelanjakan untuk pembangunan fisik  yang dilaksanakan oleh 
lembaga tersebut jadi kita masuk di tahun 2019 ini untuk ADD 
hampir semuanya untuk pemberdayaan masyarakat. 
B. Tahap Pelaksanaan 
1. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dan 
akuntabilitas dalam pelaksanaan alokasi dana desa? 
Informan: Setelah cair ADD ini diberikan pada saat kita 
kumpulkan seluruh elemen masyarakat, kita keluarkan hak-hak 
mereka yang sudah tercantum dalam pengajuan ADD dan kita akan 
melakukan musyawarah desa yang kemudian akan dilakukan 
pembagian uang sesuai dengan kebutuhan untuk pemberdayaan 
masyarakat. Hal tersebut merupakan bentuk transparansi yang 
dilakukan oleh pemerintah desa, kemudian setelah pembagian dana 
tersebut diharapkan untuk melaksanakan pembelanjaan secara  
tepat karena mereka juga harus melampirkan bukti pada saat ingin 
mengajukan pembelanjaan dan juga bukti setelah pembelanjaan 
tersebut dilakukan. Untuk akuntabilitasnya kita awasi, kita 
meminta bukti kepada mereka, kita sesuaikan dengan permintaan 





2. Apa saja program pembangunan yang terlaksana yang didanai dari 
alokasi dana desa tahun 2019? 
Informan: Kalau program pembangunan tahun 2019 kebetulan 
tidak ada untuk kelembagaan kita berikan untuk RT, PKK, Karang 
Taruna, Linmas lalu kelembagaan BPD, LPM semua sudah 
dilaksanakan dan mereka merinci  uang itu untuk apa itu sudah  
dilaksanakan di tahun 2109 dan alhamdulillah untuk tahun 2019 ini 
sudah  seleseai semua. 
C. Tahap Pengawasan 
1. Bagaimana bentuk pengawasan dalam program kerja dari alokasi 
dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa? 
Informan: Kita punya Kasi yang membidangi untuk mengawasi 
program ADD dan alhamdulillah dana-dana ini kita pantau,  kita 
berikan lalu dibelanjakan oleh yang mendapatkan dana ini dan kita 
awasi semuanya baik dari bukti-bukti pembelian maupun dari foto 
atau bukti berupa gambar dari mereka membeli barang, proses, 
sampai selsesai itu kita pertanggung jawabkan, jadi dalam  
pengawasan kerja ADD ini dari nol sampai 100 persen kita minta 
pertanggungjawaban dari masing-masing lembaga. Salah satu 
syarat pencairan ADD ini kan ada beberapa tahap tidak sekaligus, 
jadi apabila tahap pertama tidak memenuhi tidak dibelanjakan 





jadi  ini saling berkaitan, kalau ingin cair tahap kedua tahap 
pertamanya harus selesai untuk pencairan tahap ketiga  tahap 
keduanya harus  selesai. 
D. Tahap Pertanggungjawaban 
1. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas 
dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa? 
Informan: Jelas semua sudah diperhitungkan oleh bendahara dan 
ketika mau membelanjakan dan pertanggungjawaban SPJ dari 
masing-masing kelembagaan ini semua akan dimintai 
pertanggungjawaban akuntabilitasnya, perhitungan rupiah yang 
mereka terima itu semua akan dipertanggung jawabkan oleh kami 
baik bendahara oleh sekdes maupun oleh kepala desa sebelum 
pertanggungajwaban secara keseluruhan diberikan atau dilaporkan 
ke pemerintah kecamatan dan kabupaten untuk pencairan tahapan 
berikutnya. Jadi Insyaallah prinsip akuntabilitas dan transparansi  
dalam pertanggungjawaban ADD ini sudah sesuai dengan petunjuk 
baik dari Kasi PMD dari kecamatan maupun dari inspektorat atau 
dari pemerintahan desa di kabupaten. 
2. Apakah dalam proses pertanggungjawaban sudah sesuai dengan 
peraturan yang telah ditentukan? 
Informan: Sudah pasti sesuai peraturan, karena kita bekerja ada 





sesuai dengan instruksi dari  pemerintah lebih atas, karena setiap 
pekerjaan desa itu dipertanggung jawabkan  oleh kita semua ke 
pemerintah kecamatan dan kabupaten karena dalam pekerjaan 
pertanggungjawaban ADD dan DD  itu pasti akan diawasi oleh 
Kasi PMD oleh  pemerintah kecamatan  sebelum ada pemeriksaan 
dari kabupaten. Setiap pekerjaan itu dipertanggung jawabkan  dan 
diperiksa oleh kasi PMD  oleh inspektorat oleh kabupaten  bahkan 
oleh BPK provinsi jadi semua pekerjaan Insyaallah akan  
dipertanggungjawabkan. 
3. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa 
dengan yang telah direncanakan sebelumnya? 
Informan: Sudah pasti, karena itu juga pasti karena uang yang 
diberikan oleh desa dan lembaga ini sesuai acuan diawal sudah 
diajukan lalu kita alokasikan dana tersebut dan dibelanjakan lalu 
peng SPJ an sebagai bentuk pertanggungjawaban itu juga 
dilampirkan untuk pencairan ADD berikutnya. 
4. Apakah ada kendala dari pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi 
dana desa? 
Informan: Kalau kendala pasti ada, karena peraturan-peraturan itu 
kadang berubah-ubah semua ini bisa diselesaikan  karena kita 
koordinasi dengan pihak kecamatan dan pihak kecamatan itu akan 





kesulitan bisa di konsultasikan kepada kecamatan kalau tidak bisa 
menyelesaikan akan dibawa ketingkat kabupaten  dan secara umum 
kita tidak ada masalah dengan  pengelolaan dana desa karena kita 
























Narasumber   : Wiwik Ernawati 
Jabatan   : Bendahara Desa 
Hari/Tanggal Wawancara : Selasa, 09 Juni 2020 
Tempat   : Kantor Balai Desa Banjarharjo 
 
A. Tahap Perencanaan 
1. Apa saja perencanaan program kerja dari anggaran alokasi dana desa 
tahun 2019 terkait pembangunan fisik dan pemberdayaan 
masyarakat? 
Informan: Di tahun 2019 tahun kemarin tidak ada fisiknya dan 
untuk pembedayaan masyarakat berarti seperti BPD, LPM, PKK, 
Karang Taruna, Linmas. 
B. Tahap Pengawasan 
1. Bagaimana bentuk pengawasan dalam program kerja dari alokasi 
dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa? 
Informan: Cukup ketat juga diawasi oleh  lembaga yaitu BPD  








C. Tahap Pertanggungjawaban 
1. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa 
dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa? 
Informan: Bentuk pertanggungjawabannya berupa SPJ dan juga 
secara Siskuedes (sistem keuangan desa).  
2. Apakah dalam proses pertanggungjawaban sudah sesuai dengan  
peraturan yang telah ditentukan? 
Informan: Untuk proses pertanggungjawaban itu sudah sesuai 
dengan  peraturan yang telah ditentukan  oleh pemerintah, untuk 
nomor peraturannya saya lupa tapi kita menerapkannya sesuai 
dengan peraturan pemerintah  yang diturunkan kepada kepala desa 
apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah desa ya seperti itu. 
3. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa  
dengan yang  telah direncanakan sebelumnya?  
Informan: Sudah sesuai dengan RPJMDes itu rencana 
pembangunan jangka menengah desa  kemudia setiap tahunnya itu 
5 tahun kedepan itu sudah  sesaui dengan RPJMDes itu, kalau 
tanpa masuk ke RPJMDes itu tidak bisa direalisasikan. Jadi yang 
kita kerjakan sesuai dengan peraturan dan rencana juga. 





 dana desa? 
Informan: Sebenarnya sih bukan kendala yang gimana gimana, 
karena di ADD itu banyak kelembagaan yang menerima uang 
seperti BPD, LPM, PKK, Karang Taruna dan Linmas itu kan 
setelah menerima dana pencairan kemudian membeli sesuatu itu 
harus mengumpulkan data untuk dilampirkan di SPJ, kadang tanda 
terima atau buktinya belum di setorkan ke pihak desa padahal SPJ 
nya sudah siap tapi untuk lampiran-lampirannya itu  kadang ada 
keterlambatan disitu, jadi yang seharusnya 2-3 minggu selesai 















Narasumber   : Bapak Edi Waluyo 
Jabatan   : Sekretaris Desa 
Hari/Tanggal Wawancara : Selasa, 09 Juni 2020 
Tempat   : Kantor Balai Desa Banjarharjo 
 
A. Tahap Perencanaan 
1. Bagaimana mekanisme pencairan pengelolaan alokasi dana desa 
yang dilakukan oleh pemerintah desa? 
Informan: Untuk pencairan ADD yang dilakukan oleh pemerintah 
desa itu adalah mengikuti sesuai dengan anjuran yang telah 
digariskan oleh pemerintah kabupaten dengan cara yaitu mengikuti 
apapun yang menjadi syarat dan ketentuan dari pencairan tersebut 
dan alhamdulillah dengan mengikuti mekanisme yang telah 
dianjurkan pemerintah kabupaten dapat berjalan dengan baik, 
lancar dan tidak ada satu halangan apapun.  
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses 
perencanaan pengelolaan alokasi dana desa? 
Informan: Dalam partisipasi ADD desa Banjarharjo kami ikut 
sertakan seluruh jajaran masyarakat sehingga mereka akan paham 






3. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi 
dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa? 
Informan: Untuk prinsip transparansi dan akuntabilitas  dalam 
ADD sudah jelas kami menggunakan sistem dengan mengadakan 
musyawarah dengan seluruh elemen masyarakat termasuk lembaga 
yang ada di desa dan setelah itu kami paparkan lewat pemaparan 
APBDes yang dipampang di setiap sudut desa yang terlihat jelas 
oleh masyarakat. 
4. Apa saja perencanaan program kerja dari anggaran alokasi dana 
desa tahun 2019 terkait pembangunan fisik dan pemberdayaan 
masyarakat? 
Informan: Terkait pembangunan fisik itu memang untuk ditahun 
2019 kami tiadakan karena melihat situasi  dan kondisi anggaran 
yang ada, kalo pun ada hanya untuk pemberdayaan masyarakat 
kami salurkan sangat banyak sekali diantaranya yaitu untuk 
pembinaan PKK, Linmas, LPM dan sebagainya.  
B. Tahap Pelaksanaan 
1. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi 
dalam pelaksanaan alokasi dana desa? 
Informan: Diterapkannya prinsip transparansi ADD supaya 
diketahui  oleh masyarakat, maka kami memberdayakan seluruh 
masyarakat yang ada dan kami sampaikan dana dari desa 





penjabaran tentang ADD lewat sistem yang sudah diberdayakan 
oleh pemerintah,  dengan sistem tersebut maka tidak ada satupun 
yang tidak terealisasi ADD masyarakat yang bisa mencekal dari 
apa yang sudah dianggarkan oleh pemerintah desa Banjarharjo. 
2. Bagaimana pemerintah desa dalam prinsip akuntabilitas dalam 
pelaksanaan alokasi dana desa? 
 Informan: Dengan cara  menyampaikan langsung lewat 
penjabaran tentang ADD lewat sistem yang sudah diberdayakan 
oleh pemerintah  dengan sistem tersebut maka tidak ada satupun 
yang tidak terealisasi ADD masyarakat yang bisa mencekal dari 
apa yang sudah dianggarkan oleh pemerintah desa Banjarharjo. 
5. Apa saja program pembangunan yang terlaksana yang didanai dari 
alokasi dana desa tahun 2019? 
Informan: Untuk ADD tahun 2019 kami tidak menganggarkan  
untuk program fisik. 
C. Tahap Pengawasan 
1. Bagaimana bentuk pengawasan dalam program kerja dari alokasi 
dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa? 
Informan: Bentuk pengawasan yang kami laksanakan  di setiap 
pelaksanaan ADD yaitu dengan cara swakelola, dimana dari 
lembaga-lembaga yang mendapatkan dana harus  menyampaikan 





oleh masing-masing lembaga kami tahu sehingga kalau satu dua 
tiga tidak melaksanakan dengan baik  maka kami melakukan 
peneguran kepada siapa pun yang menyalahi dari penggunaan 
ADD.  
D. Tahap Pertanggungjawaban  
1.  Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas 
dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa? 
Informan: Untuk melaksanakan prinsip akuntabilitas kami 
melaksanakan transparansi APBDes dan 
mempertanggungjawabkan dengan sistem  yang ada yaitu sistem 
keuangan desa, sehingga bukan hanya pemerintah desa saja yang 
tahu tetapi pihak luar bahkan pusat juga mengetahui.  
2.  Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa 
dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa? 
Informan: Pelaporan yang digunakan dengan sistem manual yang 
ada yang diminta oleh pihak kecamatan dan kabupaten, dengan 
menggunakan sistem yang ada sehingga mempermudah dan 
memepercepat pelaporan yang dilakukan pemerintah desa. 
3.  Apakah dalam proses pertanggungjawaban sudah sesuai dengan 





Informan: Untuk proses pertanggungjawaban kami betul-betul 
menggunakan peraturan yang sudah ditentukan baik oleh 
pemerintah kecamatan, kabupaten maupun pusat sehingga kami 
tidak berani untuk mempertanggungjawabkan pelaporan tersebut 
dengan menggunakan pertanggungjawaban yang semena-mena. 
4.  Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa 
dengan yang telah direncanakan sebelumnya? 
Informan: Bahwa hasil dari pelaksanaa  ADD  dengan yang telah 
direncanakan betul-betul sesuai dengan apa yang sudah kami 
salurkan dengan surat  permohonan pembayaran jadi kami tidak 
akan berani mengeluarkan program dari program ADD itu dengan 
hal yang tidak terencana yang dalam anggaran pendapatan belanja 
negara atau pun belanja desa. 
5.  Apakah ada kendala dari pemerintah desa dalam pengelolaan 
Alokasi Dana Desa? 
Informan: Untuk pengelolaan ADD sama sekali kami anggap itu 
tidak ada, hanya anggaran yang diberikan oleh pemerintah 
kabupaten itu kurang memadai, sehingga tidak semaksimal 
mungkin memberikan anggaran tersebut kepada yang sudah kami 
rencanakan bahkan mungkin hampir setiap tahun ada item yang 









































Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Banjarharjo 
1. Apa yang Bapak ketahui tentang dana Alokasi Dana Desa? 
Informan: Yang saya tahu memang ada dana dari pusat dari APBN 
untuk membiayai desa tapi untuk dananya berapa tidak tahu persis. 
2. Menurut Bapak bagaimana bentuk transparansi atau keterbukaan 
pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa 
Banjarharjo? 
Informan: Kalau untuk transparansinya yang saya tahu, kalau untuk 
rinciannya pernah lihat di baliho atau banner tentang alokasi dana 
desa. Kalau pas awal tahun juga nanti kita dapat undangan dari desa 
untuk melakukan musyawarah desa untuk membahas  semua kegiatan 
dan pelaksanaannya nanti bagaimana. 
3. Apakah masyarakat Desa Banjarharjo mudah mendapatkan dan 
mengakses informasi yang kaitannya dengan Alokasi Dana Desa? 
Informan: Kalau untuk pelaksanannya masyarakat selalu 
diikutsertakan dalam setiap pelaksanaan baik pengembangan ataupun 
pembangunan, itu sebenarnya sudah satu langkah yang sangat bagus 
buat desa tersebut karena selalu melibatkan masyarakatnya dalam 
setiap kegiatan. 
4.  Menurut Bapak apakah masyarakat desa Banjarharjo sudah mengawasi 
dengan baik dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa? 
Informan: Mungkin iya pengawasannya baik, karena ada BPD,LPM, 
Perangkat Desa dan masyarakat desa juga aktif. 
5. Menurut Bapak bagaimana akuntabilitas atau pertanggungjawaban 
pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan 





Informan: Yang saya tahu di Banjarharjo itu untuk 
pertanggungjawaban pemerintah desa sangat baik. 
6. Menurut Bapak bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah 
desa dalam pelaporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada 
masyarakat desa Banjarharjo? 
Informan: Untuk pertanggungjawabannya yaitu lewat baliho atau 
banner terus disampaikan di setiap ada acara. 
7. Menurut Bapak apakah dalam setiap kegiatan pembangunan sudah 
dilaksanakan dan terealisasikan dengan baik? 
Informan: Semua kegiatan pembangunan terselesaikan dengan baik. 


























3. Peraturan Desa Banjarharjo Tentang Rencana 


























4. Peraturan Desa Banjarharjo Tentang Anggaran 



























5. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 



































































































































   
